waktu mengingat persyaratan- 
nya cukup berat. Di pihak lain, 
tuntutan mutu oleh kalangan 
pelanggan semakin tinggi. An- 
tara lain disebabkan oleh dam- 
pak arus globalisasi yang me- 
nuntut kesamaan persyaratan 
mutu di seluruh dunia. 
Aplikasi ISO 9000 di luar ne- 
geri ternyata demikian menye- 
luruh. Hampir semua bidang 
industri menerapkannya. Bah- 
kan banyak juga diterapkan di 
industri konstruksi. Hal ini juga 
terlihat betapa industri kons- 
truksi asing semakin banyak ikut 
bersaing di Indonesia. Oleh ka- 
rena itu ja mengharapkan, agar 
dunia konstruksi nasional juga 


menerapkan sistem manajemen 
mutu itu untuk meningkatkan 
daya saing terhadap perusaha- 
an-perusahaan asing itu. Sebab, 
menurutnya, masih banyak 
bidang yang dapat ditingkatkan 
efisiensinya. 

Satu hal lagi yang perlu men- 
dapat perhatian adalah kalangan 
indutri kecil dan menengah yang 
mampu mengekspor produknya. 
"Saya kira jika bantuan Peme- 
rintah dalam soal manajemen 
mutu saya kira mereka akan 
jauh lebih mampu bersaing. Ini 
yang masih sulit karena untuk 
membantu itu memerlukan 
biaya yang besar,” demikian 
Aditya. mohammad Zaki 


ampukah para produsen 

lokal dibidang industri ba- 
han bangunan —terutama ubin 
dan keramik— mempertahan- 
kan pasar produk-produknya di 
dalam dan luar negeri? Apakah 
diantara para produsen keramik 
tersebut, berupaya meningkat- 
kan produksinya? Sejauh mana 
. pengembangan produk-produk 
baru keramik? Untaian per- 
tanyaan ini berkaitan erat de- 
ngan berlakunya sistem per- 
dagangan bebas pada tahun 
mendatang, dimana pada akhir- 
akhir ini dalam kalangan pro- 
dusen ubin/keramik tersebut, 
timbul kekuatiran akan masuk- 
nya produk-produk sejenis eks 
impor yang dapat mengganggu 
kelancaran pemasaran produk- 
produk tersebut, baik di pasaran 
lokal maupun luar negeri. 


Memang, pemasaran ubin dan 
keramik lokal sejak beberapa 
tahun terakhir, boleh dibilang 
berkembang dengan baik. Mak- 
lum, teknologi yang digunakan 
oleh industri keramik di Indone- 
sia adalah tingkat madya. Dalam 
arti, memenuhi persyaratan 
Standar Industri Indonesia (SII) 
dengan mutu yang cukup dan 
tidak kalah dengan produk ne- 
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Permintaan produk 
saniter meningkat 


gara maju. Data Biro Pusat Sta- 
tistik (BPS) memperlihatkan, 
ekspor berbagai jenis ubin pada 
1992 lalu mencapai USD 
3.498.428 atau naik 5 kali lipat 
ketimbang 1991 yang tercatat 
USD 601.051. Sedangkan impor 
berbagai jenis ubin pada 1990 
lalu mencatat USD 12.695.406 
dan pada tahun-tahun berikut- 
nya terus turun. Dan selama 11 
bulan pertama 1993 impor mata 
dagangan tersebut hanya USD 
1.118.397 dan diperkirakan im- 
por sepanjang tahun itu lebih 
kecil lagi ketimbang tahun- 
tahun sebelumnya. 

Maka tergambar sekilas pa- 
saran ubin dan keramik dalam 
negeri, baik dikandang sendiri 
maupun luar negeri mendapat 
perhatian dari masyarakat kon- 
sumen. Ambillah contoh: PT 
Surya Toto Indonesia (STI), 
misalnya. Presdir STI — Mar- 


djoeki Atmadirdja belum lama 


berselang menjelaskan, per- 
usahaan yang dipimpinnya itu 
memproduksi barang-barang 
saniter dengan kapasitas 1,6 juta 
pcs per tahun dan produk-pro- 
duk tersebut guna memenuhi 
pasaran lokal dan luar negeri 
dengan perbandingan masing- 
masing 64 persen dan 36 per- 


sen. Pada 1994 ini, diharapkan- 
nya, hasil penjualan produk- 
produknya naik 17 persen atau 
menjadi Rp 95 milyar ketimbang 
1993 dan laba bersih naik 23 
persen menjadi Rp 13 milyar. 
Sementara itu, pihak Depar- 
temen Perindustrian membe- 
narkan, memang dari delapan 
izin yang.dikeluarkan pemerin- 
tah untuk mendirikan pabrik 
keramik, ternyata hanya tiga 
yang menghasilkan barang-ba- 
rang saniter, yaitu: KIA—INA 
dan Surya Toto. Dan perusaha- 
an yang disebut terakhir, ber- 
hasil menguasai pangsa pasar 
sekitar 60 persen. "Tanpa du- 
kungan mutu yang tinggi, tidak 
mungkin mereka menguasai pa- 
sar,” katanya, menjawab per- 
tanyaan Konstruksi. Apalagi, 
produk-produk yang mereka 
pasarkan itu, standarnya sudah 
di atas SII dan JIS-Jepang. 
Namun, menurut kalangan 
pengusaha produk-produk sa- 
niter, kadangkala memang di- 
rasakan ganjalan sedikit dengan 
masuknya produk impor sejenis 
melalui bantuan proyek dari 
negara asalnya, misalnya pem- 
bangunan lapangan terbang 


Soekarno — Hatta dan lain-lain. ' 


Jumlahnya diperkirakan sekitar 
5 persen dari total peredaran 
produk saniter dari keramik. 

Seiring dengan meningkatnya 
daya beli masyarakat atas pro- 
duk saniter dan dalam rangka 
menghadapi perdagangan bebas 
di tahun mendatang, tampaknya 
para produsen mempersiapkan 
diri menghadapi tantangan ter- 
sebut, seperti yang dilakukan 
STI. Menurut pihak Departemen 
Perindustrian, PT Surya Toto In- 
donesia pada akhir Maret 1994 
lalu dalam suatu upacara se- 
derhana telah melakukan pe- 
mancangan tiang pertama dari 
pembangunan dua pabrik baru 
perlengkapan saniter di Cikupa 
— Tangerang dengan menyerap 
investasi USD 38 juta. 

Dalam hal ini, Presdir STI — 
Mardjoeki Atmadirdja sebagai- 
mana dikutip BN” menjelas- 
kan, bahwa biaya kedua pabrik 
tersebut diperoleh dari pinjam- 
an lima bank di Jepang, seperti: 


Bank of Tokyo, Mitsubishi Bank, 


Daiwa Bank dan Sumitomo 


Bank. Pinjaman tersebut dibagi 
dalam dua tahap yaitu: pada 
tahun ini sebesar USD 20 juta 
dan pada 1995 mendatang sisa- 
nya, USD 18 juta. 

Iapun menambahkan, diha- 
rapkan pembangunan pabrik ini 


akan selesai pertengahan 1995 


dan akan menambah kapasitas 
produksi sekitar 540.000 pcs per 
tahun. Dengan demikian, total 
kapasitas terpasang STI men- 
capai 2.150.000 pcs per tahun, 
saat ini hanya 1,6 juta pcs/ 
tahun. Justru itu, penjualan 
pada 1995 diharapkan naik men- 
jadi Rp 119 milyar dan pada 
1996 naik lagi menjadi USD 140 
milyar. Kenaikan ini terutama ` 
dari porsi ekspor, dimana per- 
mintaan yang cukup besar dari 


“Taiwan, Hongkong dan Ameri- 


ka. Sehingga pada suatu saat 
komposisi pasaran tersebut 
menjadi 50 persen lokal dan 50 
persen ekspor. 

Bagaimana persaingan sesama 
produk lokal sejenis?. Konon, 
sejauh ini persaingan produk- 
produk saniter dari keramik 
boleh dibilang belum begitu 
keras, termasuk produk sejenis 
eks impor. Sebagai contoh di- 
kemukakan, KIA dan INA tidak 
dianggap sebagai saingan karena 
beda aliran. Kalau KIA menga- 
nut aliran Barat dalam men- 
disain produk-produknya, maka 
PT Surya Toto beraliran Timur 
yang dianggap lebih cocok de- 
ngan kebutuhan masyarakat 


Indonesia. 

Maka tergambar sekilas, pro- 
duk-produk saniter, misalnya, 
yang bermutu tinggi dan disain 
sesuai dengan permintaan pa- 
sar, agaknya sulit tergusur dari 
pasar. Bahkan, bukan tidak : 
mungkin menguasai pasar. 

Agaknya, saran Ir Pratopo 
Soemitro dari Balai Besar Ke- 
ramik — Departemen Perindus- 
trian masih berlaku. Ia antara 
lain mengatakan, agar dalam 
pengembangan produk-produk 
baru keramik untuk bangunan/ 


- arsitektur, baik dalam standar- 


disasi maupun penerapan dan 
product disain, perlu ditangani 
bersama produsen, litbang, arsi- 
tek, konstruktor, demi kesinam- 
bungan produksi sampai aplika- 
sinya.L) 


INSTALASI 


enganmemanfaatkan teknologi tiang- 
tarik untuk konstruksi anjungan yang 
telah berkembang dalam dekade ter- 
akhir, Shell Oil Co. yang berpusat di Hous- 


ton akan meletakan sebuah anjungan pro- 
duksi lepas pantai terdalam, di Teluk Meksi- 


ko. Menurut pihak Shell, proyek Mars senilai 
USD 1,2 milyar itu akan melahirkan kemam- 
puan rekayasa dan produksi yang telah di- 
pelajari pada proyek sebelumnya, untuk 


melipatgandakan aliran minyak dan gas se- 
tiap harinya, dari kedalaman sekitar 3.000 


ft di bawah permukaan laut, dengan meng- 
gunakan desain anjungan yang lebih ringan 
dan lebih efisien. 

Proyek Mars akan beroperasi pada ke- 


dalaman air 2.933 ft di blok Mississippi 
Canyon 807, sekitar 130 mil sebelah teng- 


gara New Orleans. Shell memiliki saham 
(1,5 persen, dan sisanya dimiliki British 
Petroleum Co. “Ladang minyak tersebut 
ditemukan pada tahun 1989, merupakan 


yang terbesar yang pernah ditemukan di 
Teluk, dalam 20 tahun terakhir,” kata Jack 


E. Little — executive vice president bidang 
eksplorasi dan produksi Shell Oil. 

Mitra patungannya mengharapkan, rig 
tersebut bisa menyedot 700 juta barel eki- 


valen minyak dan gas, dalam 30 tahun men- 
datang. Pihak operator akan memutuskan, 


setelah dua atau tiga tahun produksi, me- 
ngenai perlu tidaknya meningkatkan pro- 
duksi di Teluk tersebut, kata Little. 
Proyek Shell paling akhir di Teluk yang 
sekarang dalam tahap perakitan sebelum 
proyek ini, menurut Auger, adalah pema- 
sangan anjungan pada kedalaman air 2.860 
ft di Garden Banks Block, 255 mil sebelah 


tenggara Houston. Proyek senilai USD 1,2 
milyar telah mencapai tahapan pentingnya 


pertengahan tahun lalu, ketika para pekerja 

menyambung dek ke badan anjungan. 
Badan anjungan terdiri dari empat kolom 

baja berongga dengan diameter 74 ft, yang 


diikat oleh struktur baja, yang mengambang 
sedikit di bawah permukaan, memberikan 


gaya apung terhadap anjungan. 

Struktur atas anjungan Auger ini sudah di- 
tarik ke tempatnya untuk instalasi final akhir. 
tahun lalu. Sedangkan produksinya dijad- 
walkan mulai awal tahun ini. 


Kehidupan di Mars 
Pembangunan anjungan dimulai dengan 
pemancangan 12 tiang angkur ke dalam da- 
sar laut. Masing-masing tiang, panjang 375 
it, berdiameter 84 inch dan beratnya 260 
ton. Dua belas tendon pipa baja masing- 
masing berdiameter 28 inch dengan panjang 


2.852 ft menghubungkan sistem pondasi ke 
badan anjungan. Sehingga mengizinkan 
anjungan sedikit bergoyang dalam kondisi 


perairan Teluk yang normal, pada ketinggi- 
an ombak rata-rata 4-8 ft. 


Namun rig ini didesain untuk mampu ber- 
tahan terhadap kondisi angin. topan. Pada 
kecepatan angin 140 mil/jam dan ketinggian 
ombak 71 ft, anjungan tersebut akan ber- 
goyang seperti sebuah kapal yang terjangkar 
secara tegang, sehingga bisa bergerak sam- 
pai 300 ft dari arah vertikalnya. 


Menurut project director Shell Offshore 
Inc- Dan Godfrey, kekhususan dari desain 


Mars ialah merupakan anjungan yang lebih 
ringan dengan teknik fabrikasi yang lebih 
baik. Dengan meletakkan lebih sedikit per- 
alatan di permukaan mengurangi berat dan 


membuat proses pengeboran lebih efisien. 
Sistem struktur dek yang berupa rangka 


open-truss, berukuran 245 ft x 245 ft dan 
tinggi '45 ft, kira-kira ekivalen dengan an- 
jungan Auger, namun menurut Godfrey, 
beratnya bisa berkurang secara berarti. 


Berat baja keseluruhan pada Auger sekitar 
39.000 ton, sedangkan Mars akan meng- 


gunakan 80.500 ton. 


Kalau Auger memiliki peralatan pengebor- 
an yang dipasang secara permanen, maka 
anjungan Mars akan memiliki peralatan 


pengeboran semisubmersible yang dipa- 
sangkan di sisi badan anjungan. Jika peralat- 


an Sumur dan pompa sudah terpasang di 
tempatnya, sebagian besar peralatan akan 
disingkirkan. Anjungan Mars akan mempro- 
duksi 100.000 barel perhari, dibanding an- 
jungan Auger yang hanya memproduksi 
46.000 barel perhari. 

Meskipun anjungan Mars didesain mampu 
menampung hingga 24 jalur sumur, namun 


Rig dalam yang ringan, tapi hasilnya besar 


Anjungan Mars akan diangkur oleh 12 
tendon baja sepanjang 2.852 ft. Dek 
berada pada posisi setengah 
mengapung, dengan berat badan 
anjungan 15.060 ton 


pada awalnya hanya akan dioperasikan 10 
pipa.. Menurut Godfrey, Shell telah mem- 
berikan kontrak-kontrak untuk pemasangan 
dek dan badan anjungan, dan merencana- 
kan untuk melelang ratusan kontrak-kontrak 


kecil sebelum 1996, ketika produksi dimulai. 
McDermott Inc., New Orleans, akan mem- 


bangun dek, sedangkan kontraktor Italia 
Belleli SPA, Taranto, akan memasang badan 
anjungannya. Kedua perusahaan tersebut 
telah mengerjakan hal yang pada proyek 
Auger. | 

"Teknologi untuk produksi di perairan 
dalam sudah ada,” ujar Godfrey. ' Hanya 
masalah penerapannya untuk suatu proyek 
tertentu, yang tidak rutin. Dari sudut pan- 


dang rekaya teknik sipil dan mekanikal, ini 
merupakan salah satu areal yang lebih me- 


nantang. E (ENR/Urip Yustono) 
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Energi alternatif Petroleum Coke 


Masih menunggu pasar yang agresif 


eningkatnya permintaan energi 
yang semakin besar, seperti bahan 
bakar untuk industri, pihak Per- 
tamina terus berupaya mencari berbagai 
jenis energi alternatif. Kini dilakukan riset 
terhadap pemanfaatan sisa dari proses 
pengilangan minyak berupa Petroleum Coke 
(PC). Energi alternatif ini, yang dikenal se- 
bagai bottom of the barrel product, merupa- 
kan produk terakhir/terbawah dari proses 
pemurnian minyak bumi. Di Indonesia, PC 
dihasilkan dari Kilang Pertamina Dumai 
yang beroperasi sejak 1984 dengan kapasitas 
terpasang : Calcined coke 650 ton/hari dan 
Green coke 1.000 ton/hari. 
Menurut Dottor Theresia I Pudyanto MSc 


Polymer Specialist dan peneliti dari Dinas 
Pengendalian Mutu Petrokimia Pertamina, 


selama beberapa tahun PC dipandang se- 
bagai hasil samping yang murah dengan 
pemanfaatan dan aplikasi terbatas. Seiring 
kemajuan teknologi, maka telah dikembang- 
kan berbagai proses dan teknologi pengi- 


SE 


Dott, Theresia I. Pudyanto MSc 


langan sehingga diperoleh bermacam-ma- 
cam bahan dengan spesifikasi yang lebih 
bervariasi. Teknologi proses ini, ujar The- 
resia, mampu menghasilkan bermacam- 
macam grade seperti needle coke, calcined 
coke, fluid coke dan fuel coke. Saat ini 
petroleum coke merupakan bahan yang 
prospektif. Pemanfaatan PC jauh lebih luas 
antara lain: industri alumunium smelter, 
elektroda grafit nuklir, komponen untuk 
industri penerbangan, macam-macam kar- 
bida. Juga, sebagai carbon raiser dalam 
industri besi dan baja, karbon aktif serta 
untuk bahan bakar padat dalam industri. 

Dikatakan, PC yang diproduksi kilang 
minyak Dumai, semula dirancang untuk 
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pembuatan anode pada pabrik peleburan 


aluminium Asahan. Namun ternyata, akhir- 
akhir ini banyak konsumen yang meman- 
faatkan PC untuk industri lain, seperti 
pengecoran logam, industri reduktor, carbon 
raiser dan elektroda. "Salah satu pemanfaat- 
an PC yang perlu dikembangkan di masa 
depan adalah pembuatan briket untuk 
foundry dan fuel grade petroleum coke,” 
tandasnya. 


Apa sebenarnya PC itu ?. 
Dikemukakan, PC adalah senyawa padat 
yang hampir seluruhnya terdiri dari kristal- 
kristal carbon yang berbentuk amorf sampai 
grafit dengan carbon hidrogen ratio yang 
bervariasi, antara 18 sampai 1.000. Dikenal 
2 macam PC yaitu : Green coke dan Calcined 
coke. Jenis pertama, merupakan PC yang 


dihasilkan dari proses pengolahan residu 
dalam memperoleh produk bahan bakar 


minyak dimana Green coke dihasilkan se- 
bagai produk samping. Sedang Calcined coke 
adalah PC yang dihasilkan melalui pengolah- 
an Green coke didalam. unit kalsinasi 
(Calciner). 


Secara visual terlihat adanya perbedaan 
antara kedua macam PC tersebut. Green 
coke berwarna hitam mengkilat dan agak 
basah, sedangkan Calcined coke hitam abu- 
abu dan kering. Pada Green coke, kandung- 
an karbonnya 85-90 persen, Calcined coke 
mengandung 95-99 persen. Kualitas PC yang 
dihasilkan sangat bervariasi, tergantung dari 
jenis minyak mentah, macam proses di 
pengilangan, campuran dalam feed stock 
dan komposisi. Komposisi utama PC adalah 


karbon, volatile matter, moisture, sulfur, 
abu dan metal dalam bentuk traces. 


Bagaimana proses pembuatan PC itu ? Di- 
jelaskan Theresia, ada dua macam proses 
utama dalam pembuatan coke, yaitu delayed 
coking dan fluid coking. Delayed coking, 
merupakan proses yang sederhana. Sistem 
reaktor terdiri dari pemanas dengan waktu 


kontak yang pendek dan digabungkan de- 
ngan suatu drum besar dimana, umpan se- 
belum dipanaskan terendam diatas basis 
batch. Secara bertahap coke terbentuk da- 


lam drum. Setiap unit terdiri dari sepasang 
drum, sebuah untuk pengisian dan yang lain 


untuk pemasakan. Bila proses coke telah 


selesai dalam drum pertama, aliran diterus- 
kan ke drum yang lain sehingga proses 
kontinyu. 


Tabel 1. Typical Properties Petroleum Coke Dumai 


Sumber : Pertamina 


Sedang fluid coking, merupakan proses 
padat fluid, yaitu pemecahan secara termal 
umpan menjadi produk yang bersifat seperti 
gas, cairan dan coke. Coke fluid dibentuk 
dengan menyemprotkan residu terhadap 
partikel coke panas. Konversi menjadi coke 
segera terjadi dengan orientasi sempurna 
kristalit di dalam sirkulasi produk. Coke fluid 
mempunyai sifat khusus yang tidak dike- 
hendaki pasar, yaitu tingginya kandungan 
sulfur yang dimiliki. Selain itu mempunyai 
volatile, kristalitas dan indek penghancuran 
yang rendah. Adapun beberapa sifat dasar 
yang sangat mempengaruhi kualitas coke, 
paparnya, adalah: Vibrated Bulk Density 
(VBD), kandungan sulfur, volatile matter, 
abu, air, calorific value, fixed carbon, koe- 
fisien ekspansi termal, konduktivitas dan 
hardgrove grindability. 


Alternatif pemanfaatan PC. 

Pada saat PC diproduksi pertama kali se- 
bagai hasil samping pengilangan, masih ter- 
batas pemanfaatannya. Bahan ini bersaing 
dengan batu bara. ” Karena belum tersedia 
pasar yang berarti untuk coke disamping 
timbul kesulitan dalam transportasi, maka 
PC menjadi produk yang tidak diinginkan 
kilang,” tegas Theresia yang juga meneliti 
energi alternatif ini. Akibatnya, para ahli 
kilang cenderung berusaha untuk mem- 
buang coke dari pada mengoptimasi nilainya 
melalui pemasaran yang agresif. 


Tabel 2. PETROLEUM COKE VS COAL SEBAGAI BAHAN BAKAR 


Sumber : Oil & Gas Journal, Nov 8, 1982 


Beberapa waktu peneliti pasar berusaha 
mendapatkan cara pemanfaatan yang lebih 


berharga dengan mencari peluang pasar, 


dimana PC dapat diterima sebagai substitusi 
terhadap sumber karbon. Setiap kemungkin- 
an dikembangkan untuk memperoleh peng- 
gunaan khusus dari coke berdasarkan pada: 
proses pembuatan, kualitas yang diinginkan, 
ketersediaan dan harga sumber karbon atau 
bahan bakar padat lain. Sebagai hasilnya, 
sudah berkembang suatu hirarki pasar PC 
yang didasarkan pada pengembangan harga 
dalam setiap end-use market. 

Akhir-akhir ini kecenderungan peningkat- 
an produksi PC telah menghasilkan produk 
dengan kadar sulfur yang cenderung tinggi. 
Sehingga aplikasi coke yang sesuai adalah 
untuk fuel yang dapat menerima kandungan 
sulfur dengan rentang yang lebar. Sebagai 
contoh, hampir 55 persen PC di Amerika 
Serikat dipakai sebagai energi. Konsumsi 
terbesar untuk orientasi ekspor, sedangkan 
pemakaian terbesar untuk domestik adalah 


Ir. Kun Harimurti H. MSc 


pada industri semen. 
Bagaimana prospek PC sebagai sumber 


energi? Sudah seberapa jauh riset yang di- 
lakukan untuk melihat efisiensi pengguna- 


annya? Dan pasar mana yang dituju ?. Di- 
paparkan Theresia, kilang Dumai sebagai 
penghasil PC direncanakan untuk produksi 
coke anode grade. Namun seiring dengan 
perkembangan mekanisme pasar petroleum 
coke, pemanfaatannya meluas dan me- 
masuki industri-industri di luar aluminium 
smelter. Pada industri pengecoran logam, 
PC dapat digunakan sebagai energi. 

Struktur industri pengecoran di Indone- 
sia yang sebagian besar merupakan industri 
tradisional hingga saat ini kebutuhan coke- 
nya secara keseluruhan masih diperoleh dari 
luar negeri,” tegasnya. Sebagai gambaran 
untuk tahun 1992 saja kebutuhan PC pada 
industri pengecoran logam berkisar antara 
69.000 ton yang dipasok oleh RRC, Taiwan, 
Jepang, Australia dan Jerman. 


Melihat peluang pasar yang ada, demikian 
sambung Ir. Kun Harimurti Hertanto MSc- 
Kepala Dinas Pengendalian Mutu Pertamina, 
maka instansi ini berupaya melakukan riset 


secara intensif di bidang briket coke untuk 
pengecoran logam. Briket coke ini sebagai 
substitusi impor dan sekaligus merupakan 
upaya menaikkan nilai tambah produk 
Green coke yang ada. 

Dari hasil percobaan briket PC di industri 
pengecoran logam dapat terlihat, bahwa: a) 
Briket PC Pertamina secara teknis dapat 
digunakan untuk mensubstitusi coke impor 
pada operasi peleburan besi tuang kelabu 
dengan dapur kupola, 2) Tapping besi cair 
yang dihasilkan dengan temperatur yang 
rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan 
penggunaan coke ex impor, 3) Konsumsi 
briket PC lebih rendah dari coke eks - impor 
dengan suhu operasi yang rata-rata lebih 
tinggi dari sebelumnya, sehingga lebih 
efisien dan hemat, 4) Sebagai Mixed energy. 
Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar 
maka Green PC dapat digunakan sebagai 
campuran dalam proses pembakaran kapur 
pada industri kertas. Disamping nilai kalor, 
ukuran partikelnya perlu diperhatikan untuk 


Tabel 5. Kapasitas Coke di dunia pada Tahun 1987 


Sumber : The Petroleum Coke Business in 1987/1988 


Tabel 6. Produksi Petroleum Coke Indonesia (metrik ton) 


Sumber : Pertamina 


Keterangan : Jk Rencana 


Petroleum Coke bisa dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar di Pabrik semen 


menghindari terjadinya penyusutan jumlah 
karbon akibat mudah terbangnya partikel 
karbon. : | 

Dan 5)Sebagai solid fuel pada industri 
semen dan gula. Dijelaskan Kun, Green PC 
Pertamina memiliki kandungan sulfur dan 
logam yang relatif rendah. Hal ini, tambah 
dia, merupakan hal positif bagi industri 
semen yang berkeinginan untuk memanfaat- 
kannya sebagai bahan energi. Pada industri 
gula, Green coke dipakai bahan bakar pada 
kabonatasi. Juga merupakan peluang pada 
bagian proses pembakaran kapur. 

Mengenai tahap penelitian yang dilaku- 
kan, pihaknya masih terus berupaya untuk 
mencapai hasil optimal dan saat ini me- 
ngembangkan untuk komersialisasi. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam 
riset dan pengembangannya ketahap ko- 
mersial adalah terbatasnya rekayasa dan 
informasi pustaka yang mutakhir. Demikian 
pula bahan-bahan kimia khusus yang di- 
butuhkan, kadang-kadang tidak tersedia di 
pasaran. 

Mengenai kemampuan tenaga peneliti, 
menurutnya, memadai. Sebagai dampak 
dari kendala ini briket coke yang memiliki 
nilai kolor + 8.000 kkal/kg saat ini belum 


diproduksi secara komersial, sementara ke- 
butuhan pasar akan produk ini cukup men- 


| janjikan. Menurut Kun, yang telah meneliti 


kelayakannya sejak 1989, saat ini sedang 
dipersiapkan unit produksi skala komersial. 

Produk ini prospektif untuk digunakan. 
Namun, andaikata deman tinggi, mungkin 
akan timbul masalah pemasokan. Sebab, 
ungkap Theresia, PC saat ini hanya dipro- 
duksi di kilang minyak Dumai. Energi alter- 
natif yang memberi prospek cerah ini di- 
harapkan dapat segera terealisasi untuk 
mengurangi impor dan memberikan nilai 
tambah, sebagai hasil samping produk mi- 
nyak bumi.L) Rakhidin 
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eberapa waktu yang lalu terbaca da- 
Ra harian-harian ibukota, suatu be- 

rita tentang dipersoalkannya etika 
yang berlaku di kalangan pelaku-pelaku 
bisnis, terutama yang menyangkut per- 
proyekan di negara tercinta ini. Pada berita 
itu, seakan-akan ada sekelompok pengusaha 
yang sering dirugikan oleh kelompok peng- 
usaha lain, dalam persaingan mendapatkan 
proyeknya. 

Melihat hal tersebut maka timbullah suatu 
pertanyaan di benak penulis, yaitu: adakah 
suatu etika yang berlaku di kalangan para 
usahawan agar supaya terjadi suatu kom- 
petisi yang sehat yang hanya bertumpukan 
kepada kemampuan dengan mengikuti suatu 
peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku di kalangannya? Ataukah suatu etika itu 
hanya berlaku untuk kalangan-kalangan ter- 
tentu pada waktu-waktu tertentu saja? 

Kalau kita telah lebih lanjut, maka yang 
namanya etika usaha itu ada 2 kategori: 
ekstika yang berlaku umum secara universal, 
dan #Etika yang berlaku di lingkungan ter- 
tentu. 

1) Etika usaha yang berlaku umum biasa- 
nya sangat ketat dan memiliki sanksi-sanksi 
yang berat kalau dilanggar. Sanksi-sanksi 
bukanlah berupa sesuatu yang bisa dinilai 
dengan materi dan tidak merupakan suatu 
denda atas dilanggarnya etika tersebut. 
Tetapi lebih mengarah kepada suatu tin- 
dakan pengucilan terhadap sipelanggar yang 
diakibatkan oleh pelanggaran etika tersebut. 

Apakah etika tersebut? Etika tersebut 
hanya 2 Butir: 1) Mulut "harus bisa di- 
pegang”, dan 2) Selalu menepati janji yang 
telah dibuat. Kedua hal itulah yang menjadi 
etika pokok bagi orang bisnis. 

e Uang mudah dicari, tapi kepercayaan 
dan bonafiditas tidak dapat dinilai dengan 
uang. 

eLebih baik menderita kerugian daripada 
harus melanggar janji. 

eSekali lancung keujian, seumur orang tak 
percaya. 

Silakan para pembaca mencoba untuk 
tidak menuruti etika tersebut dan rasakan 
akibat-akibatnya. 

2) Etika yang hanya berlaku dalam ling- 
kungan tertentu, bisa tidak perlu diberlaku- 
kan diluar lingkungannya. Etika yang de- 
mikian, biasanya hanya berupa commit- 
ment-commitment yang akan diberlakukan 
dalam lingkungannya saja, dimana commit- 
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ment-commitment tersebut tidak laku bagi 
luar lingkungannya. Dan merekapun akan 
maklum jika orang diluar lingkungannya 
tidak mentaati dan tidak menghormati etika- 
etika lingkungan tersebut. | 

Contoh: Sekelompok kontraktor meng- 
adakan perjanjian bahwa jika satu kontrak- 
tor sudah mendapatkan proyek dari pemilik 
proyek tertentu maka dia tidak akan ber- 
usaha untuk mendapatkan proyek yang ke- 
dua, sebelum seluruh anggauta kelompok- 
nya kebagian proyek. Sehingga terjadi 
pemerataan dalam mendapatkan proyek 
dari Pemilik Proyek tertentu. Etika tersebut 
hanya berlaku bagi kelompok tersebut, un- 
tuk suatu Pemilik Proyek tertentu pula. 

Bagaimana kontraktor diluar kelompok- 
nya? Kontraktor diluar kelompok tersebut, 
tidak terikat kepada etika usaha yang di- 
canangkan itu. Bagaimana bagi Pemilik 
Proyek yang lain? Untuk menghadapi pe- 
milik proyek yang lain etika itupun tidak 
diberlakukan sehingga boleh terus bersaing 
untuk mendapatkan proyek yang sebanyak- 
banyaknya. 

Jadi, apakah perusahaan yang main sabet 
proyek "tanpa permisi” dan ''tanpa rasa 
bersalah” itu menyalahi etika usaha? 

Kelihatannya hal tersebut sangat ter- 
gantung dari arah penglihatan kita. Dalam 
dunia usaha itu, ada suatu persaingan usaha 
yang akan dihadapi oleh setiap usahawan 
sehingga setiap usahawan akan selalu ber- 
usaha untuk memenangkan persaingan bagi 
kelangsungan usahanya. 

Bagaimana caranya? Caranya sangatlah 
bervariasi, tergantung dari kecerdikan 
masing-masing usahawan. Yang pasti dapat 
digolongkan kedalam 2 kategori: a) Golongan 
yang main dengan halus, dan b) Golongan 
yang main kasar. 

Kedua golongan itu, dengan caranya 
masing-masing dengan tujuan sama, yaitu 
memenangkan persaingan untuk usahanya 
sendiri. Kalau kita bicara soal etika, apanya 
yang akan kita bicarakan? Apakah kita akan 


bicara tentang caranya atau tujuannya? Sulit 


bukan? Apakah seseorang yang membunuh 
orang lain dengan meminta izin (permisi) 
terlebih dulu, itu mengikuti etika hidup 
sedangkan yang membunuh tanpa permisi 
itu tidak mengikuti etika? 

Dalam dunia yang serba kotor dan penuh 
dengan kompetisi ini, sulit sekali menentu- 
kan etika yang harus dipakai. Mencari rezeki 


Masih adakah Etika Bisnis ? 


Oleh : Ir. H. Hendirman Sapiie 


yang tidak halalpun sulit, apalagi yang halal, 
demikian kata orang. Kelihatannya persoal- 


an etika hanya dipakai saja sebagai dalih 


bagi mereka yang belum berkesempatan 
untuk mendapatakn ' rezeki mumpung. 

Cobalah kita berdiri dan menilai diri kita 
sendiri yang berada dalam dunia nyata 
zaman sekarang ini. Segala sesuatunya itu, 
seakan-akan berada dalam pribahasa: ” Ada 
uang abang sayang, tak ada uang abang di- 
tendang.” 

Pernahkah anda mengurus KTP? Pernah- 
kah anda mengurus IMB? Pernahkah anda 
mengurus sertifikat tanah? Pernahkah anda 
mencoba taat kepada peraturan-peraturan 
yang tertulis dipapan-papan tulis pada wak- 
tu anda mengurus surat-surat tersebut di- 
atas? Apakah yang anda rasakan? 

Bagaimana kalau ditengah-tengah antrian 
dan penantian yang tidak menentu tersebut, 
tiba-tiba datang ' saudara anda” yang ter- 
nyata bekerja diinstansi tersebut, lalu me- 
nawarkan pertolongan tanpa pamrih karena 
yang bersangkutan adalah saudara anda un- 
tuk menyelesaikan urusan anda itu? Akan- 
kah anda tolak? 


Bersikaplah wajar dalam menjawab per- 
tanyaan diatas. Kalau anda menjawab: Akan 
saya tolak! Maka wajarlah, kalau anda ingin 
bicara soal etika. Karena begitu anda me- 
nolak tawaran bantuannya maka disitulah 
anda berpegang kepada etika hidup yang 
taat kepada peraturan yang berlaku. Walau- 
pun akan berakibat kepada penderitaan 
yang akan anda alami. Tetapi begitu anda 
menerima uluran tangannya, begitulah anda 
sudah keluar dari etika hidup karena anda 
pasti akan mendapatkan pengistimewaan 
perlakuan tanpa ada penderitaan. 


Kelihatannya kondisi yang seperti diatas 
itu akan selalu dihadapi dalam kehidupan 
usaha kita pada waktu ini di negara tercinta 
ini. Mempunyai ' Saudara yang bisa mem- 
bantu sudah merupakan syarat yang tidak 
tertulis dalam memenangkan persaingan 
karena hal tersebut merupakan ' bagian dari 
permainan” ('A part of the game”). 


Etika? Ya, itulah etika usaha zaman se- 
karang. Kelihatannya dalam masa sekarang 
ini, etika usaha tidak berhenti pada periode 
pemasaran (mendapatkan) proyek saja. Te- 
tapi harus dilanjutkan, sampai bagaimana 
para usahawan menggunakan uang hasil 
usahanya. 
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Manakah yang lebih dihormati oleh orang 
dizaman sekarang ini: a) Usahawan yang 
tidak mengenal cara-cara usaha zaman se- 
karang, konsekwen terhadap ''etika usaha '. 
Yang didambakan kemudian menggunakan 
hasil usahanya hanya untuk kepentingan 
organisasi/perusahaannya sendiri, atau b) 
Usahawan yang ' kurang memperhatikan 
etika-etika usaha” tetapi berpartisipasi 
secara aktif dan besar-besaran. Dengan ber- 
tindak menjadi sponsor-sponsor untuk ke- 
giatan-kegiatan sosial, olahraga, kepemuda- 
an dengan menyumbangkan sebagian dari 
dana-dana yang diperolehnya itu. 

Kelihatannya usahawan type ''b” lah 
yang justru mendapatkan penghargaan yang 
lebih besar dari masyarakat sekarang ini. 
Apalagi, kalau yang bersangkutan juga ter- 
catat sebagai pembayar pajak yang terbesar. 

Jadi, janganlah kita kecewa melihat situasi 
yang demikian itu karena memang norma- 
norma penilaiannya sekarang mengalami 
pergeseran-pergeseran. Kalau dizaman 
normal orang yang tidak menghormati etika- 
etika dan norma-norma yang dihormati, 
masyarakatlah yang harus malu. Maka di- 
zaman Sekarang ini, orang-orang yang tetap 
mempertahankan etika-etika dan norma 
hidup yang lamalah yang akan tersisihkan 
karena dia akan menjadi makhluk yang ter- 


asing. Makhluk yang langka yang mungkin 
termasuk makhluk yang "harus dilestari- 
kan” sekedar untuk dikenang dan bukan 
untuk dicontoh. Menyedihkan bukan? 

Jadi kesimpulannya adalah: 1) Etika yang 
berlaku umum secara universal akan selalu 
dihormati karena alamlah yang akan meng- 
hukum para pelanggarnya. 2) Etika yang 
hanya berlaku di lingkungan tertentu, ter- 
paksa harus diterima dan sulit untuk di- 
lawan kalau kita masih ingin terus beredar 
dan hadir untuk mempertahankan usaha 
kita. 

Yang paling selamat adalah jika kita bisa 
mengikuti pribahasa. Jawa: Harus bisa 
mengikuti arus tetapi tetap menjaga agar 
tidak sampai hanyut.” 

Pendapat penulis dalam tulisan ini adalah 
jangan diartikan bahwa penulis setuju de- 
ngan kondisi-kondisi yang sedang diberlaku- 
kan di negara tercinta ini.- Justru penulis 
sering terkena langsung oleh tingkah polah 
pelaku-pelaku ekonomi dizaman sekarang 
ini, dimana penulispun tidak bisa bertindak 
lain kecuali mengurut dada dan berdoa se- 
moga mereka-mereka itu mendapatkan 
pengampunan dari Yang Maha Kuasa atas 
tingkah polah yang menyakitkan itu. Se- 
moga hal yang seperti itu tidak menimpa 
usaha pembaca. Amiien....!L) 


Kontraktor kecil 
membeli peralatan 


saha kontraktor yang penuh tan- 
| | tangan dan risiko ini, sangat diminati 
oleh usahawan-usahawan di negara 
tercinta ini, walaupun kira-kira lebih dari 15 
persennya akan mengalami kegagalan atau 
kebangkrutan. Pasalnya, banyak diantara 
mereka tidak menguasai pemahaman-pe- 
mahaman dasar dari usaha tersebut. 

Bagi mereka yang serius, maka masalah 
peralatan harus dengan tepat dipikirkan, 
sejak dini. Karena, nantinya hasil kerja kita 
akan tercermin dari peralatan yang dimiliki 
untuk melaksanakan kontrak-kontrak itu. 
Dua persoalan pokok yang harus diperhati- 
kan adalah jenis dan mutu/kualitas peralatan 
kita. 

Berbicara tentang jenis alat, biasanya se- 
tiap alat itu mempunyai tugas-tugas khusus 
sesuai dengan dirancangnya peralatan ter- 
sebut. Misalnya, untuk membongkar tanah 
di atas tanah keras atau untuk di tanah 
lunak, untuk mengangkat/memuat material, 


untuk menggali dan lain-lainnya walaupun 
kadang-kadang bisa berfungsi ganda, kalau 
dipaksakan dengan menghadapi kemungkin- 
an. kerusakan atau menurunnya kapasitas 
alat tersebut. 

Jadi, kalau akan membeli alat, tentukan 


dulu tujuan penggunaannya baru menentu- 
kan jenisnya. Kalau, memang mungkin ren- 
canakanlah peralatan-peralatan yang mem- 
punyai fungsi ganda sehingga bisa ' multy 
purpose. 

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
rencana pembelian alat adalah antara lain: 
1) Banyaknya macam pekerjaan-pekerjaan 
yang harus ditangani oleh peralatan yang 
akan dibeli, 2) Berapa banyak waktu yang 
tersedia untuk menyelesaikan macam-ma- 
cam pekerjaan tersebut, dan 3) Berapa 
banyak uang di kantong anda atau uang 
yang dapat sediakan? 

Ketiga faktor tersebut akan menentukan 
peralatan yang paling ideal untuk pekerjaan 


yang anda hadapi dan keuangan yang akan 
ditanggung. Karena kalau anda dapat me- 
nentukannya dengan tepat, pasti perusaha- 
an tidak akan menderita karenanya. Bicara 
tentang mutu peralatan, haruslah hati-hati 
karena hal ini akan membicarakan persoalan 
teknis mekanik yang tidak sembarang orang 
mampu menjawabnya. Jangan terkecoh, 
oleh penampilan fisik dan suatu merek atau- 
pun karena iklan-iklan yang anda baca. 
Brosur-brosur biasanya dibuat dengan 
sangat menarik karena para produsen akan 
berusaha untuk memberitakan kehebatan- 
kehebatan produknya. Dan janganlah me- 
nelan begitu saja informasi-informasi dari 
brosur-brosur tersebut. 

Untuk memperbandingkan beberapa data 
peralatan pun tidak terlalu mudah karena 
tolok-tolok ukur yang digunakannya pun kita 
tidak tahu. Kalau kita bisa menguasai tolok 
ukurnya dan kita menguasai persoalannya, 
barulah kita bisa memperbandingkannya 
dengan baik. Misalkan: 

1) Kekuatan mesin, yang biasanya dican- 
tumkan dengan satuan Tenaga Kuda (PK/ 
HP) pun banyak sekali cara penentuannya 
yang kesemuanya itu dapat dibenarkan yang 
akan dapat menghasilkan yang berbeda- 
beda, 

2) Bahan bakar, akan sangat menentukan 
biaya penggunaan mesin tersebut persatuan 
waktu, mungkin tidak akan terasa jika di- 
gunakan dalam waktu yang singkat. Jika di- 
gunakan dalam jangka panjang akan sangat 
terasa perbedaan-perbedaan antara satu 
mesin dengan mesin yang lainnya. Apalagi 
jika kita bicara juga tentang jenis BBM yang 
digunakannya. Pakai solar, bensin biasa atau 
bensin super akan langsung terasa perbeda- 
an rupiahnya. 

Belum lagi kalau kita bicara tentang sistem 
penyalurannya yang kadang-kadang ada 
yang sederhana sampai ke cara yang cang- 
gih. Cara ini mungkin baik, kalau alat ter- 
sebut dipakai di kota Jakarta yang segala 
macam bengkel tersedia. Tapi jika alat ter- 
sebut dioperasikan di Irian, misalnya, cara 
yang sederhana akan lebih bermanfaat, 
karena jika ada kerusakan akan mudah me- 
nanganinya. 

3) Sistem transmisi juga berbeda-beda 
yang akan berpengaruh kepada cara menge- 
mudikan peralatan tersebut. Juga,akan ber- 
pengaruh kepada efisiensi penggunaan alat 
tersebut yang akhirnya akan berpengaruh 
kepada produktivitasnya pula. Misalkan ken- 


daraan dengan sistem kopling, biasa jika 
akan merubah gerakan dari maju ke mun- 


dur, haruslah berhenti dahulu padahal jika 
dipilih sistem yang otomatis mungkin tidak 
perlu berhenti dahulu. Sehingga bisa meng- 
hemat tenaga untuk menginjak pedal rem, 
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menghemat sepatu rem dan menghemat 
waktu. 

4) Sistem kemudi juga akan mempenga- 
ruhi kelincahan gerak peralatan dan kelelua- 


saan penguasaan alat oleh operator yang 


akan selalu menghadapi perubahan-peru- 
bahan arah setiap waktunya. Hal tersebut 
juga akan berpengaruh kepada berfungsinya 
roda-roda peralatan kita, baik itu besarnya 
tekanan kepada roda-roda, perputaran roda- 
roda, ataupun kemampuan untuk menghin- 
dari hambatan-hambatan terhadap roda- 
rodanya. 


5) Sistem hidrolik biasa akan selalu ada 
dalam alat-alat yang kita inginkan. Yang pa- 
ling mempengaruhinya adalah adanya debu 
yang beterbangan dan air hujan yang tidak 
bisa kita hindari sehingga kesempurnaan sis- 
tem hidrolik terhadap serangan debu dan air 
akan sangat menentukan ketahanannya. 
Cari tahulah kemampuannya. 


6) Kemampuan melaksanakan fungsinya. 
Ukuran-ukuran, jarak-jarak besaran-besaran 
dari setiap titik antara titik beban dengan 
titik pusat tuas akan sangat menentukan 
pengaliran tenaga mesin kepelaksanaan 
fungsi alat itu sendiri. Setiap perubahan 
ukuran akan mempengaruhi kemampuan 
kerjanya. Hal tersebut tidak akan dapat anda 
temui di brosur-brosur karena hal tersebut 
akan merupakan teori-teori perhitungan 
mekanika yang tidak sederhana. Hal ter- 
sebut akan terbukti nanti di lapangan akan 
kemampuan alat tersebut keadaan yang pa- 
ling menyedihkan adalah kerusakan pada 
bagian-bagian alat misalnya retaknya tuas, 


bengkoknya as/gandar, pecahnya pipa hi- 
drolik dan lain-lain kadang-kadang adalah 


memperlihatkan ketidak sesuaian antara 
janji-janji brosur dengan keadaan yang se- 
benarnya. 


Jadi bagaimana jalan keluarnya? Disinilah 
kesulitan anda jika anda adalah seorang 
pemula dibidang peralatan karena kalau 
anda datang ke agen-agen alat, maka para 
pramuniaga (sales man) akan dengan mulut 
manis dan murah senyum mencoba untuk 
meyakinkan anda atas alat-alat yang di- 
tawarkannya yang seakan-akan 100 persen 
memenuhi kebutuhan anda. Lain halnya jika 
anda membawa bendera kontraktor besar 
yang sudah makan asam garamnya dunia 
peralatan. Jadi- hati-hatilah jangan sampai 
tertipu ! Mutu/kwalitas peralatan adalah 
nomor satu ! 


Karena harus diingat bahwa: 1) Peralatan 
yang kita miliki harus selalu siap melaksana- 
kan pekerjaan yang dihadapi karena makin 
keras anda bekerja akan makin sibuklah alat 
tersebut, apalagi jika peralatan kita terbatas, 
2) Kita tidak boleh menghadapi risiko ke- 


78 KONSTRUKSI, MEI 1994 


rusakan alat yang terus menerus karena hal 
tersebut pasti akan mengganggu kelancaran 
pekerjaan kita. 

Kalau anda sudah memutuskan untuk 
melihat alat maka perhatikanlah: 1) Ke- 
mudahan menangani serius dan alat-alat kita 
terutama komponen-komponen utamanya. 
Kemudahan-kemudahan ini akan sangat 
menghemat waktu dan biaya dalam peme- 
liharaannya, 2) Kesiapan ''after sales ser- 
vice” dan dukungan suku cadangnya ada 
yang harus dengan segera tapi ada pula yang 
boleh meminta waktu, tapi bukan waktu 
yang panjang. Bukan harus mengimpor du- 
lu, paling-paling harus mendatangkan dari 
gudang pusatnya. Adakan dialog dengan 
pemilik-pemilik yang lainnya untuk men- 
dapatkan komentarnya tentang kesiapan 
penyediaan suku cadang ini. 

Kalau sekiranya anda sudah merasa cocok 
untuk membeli suatu alat mungkin hal yang 
terakhir akan anda bicarakan adalah persoal- 
an harga. Awas ! Hanya memperbandingkan 
harganya saja tanpa mempertimbangkan ri- 
siko kerusakan'/tidak berfungsinya alat ada- 
lah sangat berbahaya. Karena jangan sampai 
termakan pepatah: °’ membeli yang murah 
itu adalah mahal”. Karena kalau kita mem- 
beli yang ''asal murah” saja maka dalam 
waktu yang singkat biaya untuk memper- 
baiki kerusakan, biaya yang hilang akibat 
tidak berfungsinya alat beserta biaya penyu- 
sutannya akan bisa melebihi harga beli yang 
murah itu. 


Membeli peralatan adalah suatu investasi 
yang memiliki jangka waktu ke depan, se- 
hingga harus diperhitungkan biaya-biaya 
yang jauh ke depan, yaitu: biaya operasi, 
biaya pemilikan yang akan menjadi sesuatu 
yang berharga untuk dibanggakan dalam 
waktu yang panjang atas hasil Investasinya. 
Kalau dana anda terbatas langkah apa yang 
bisa diambil ? Pengadaan peralatan dapat 
menempuh 3 macam cara yaitu: a) membeli, 
b) menyewa (untuk jangka pendek), c) 
mengontrak (jangka panjang) mungkin de- 
ngan hak untuk membeli. Ketiga-tiganya 
mempunyai keuntungan dan kerugian ma- 
sing-masing. Ini sangat tergantung dari si- 
tuasi yang anda hadapi, pada saat anda 
membutuhkan alat tersebut ataupun tergan- 
tung pula dari cara anda menghitung ke- 
mungkinan-kemungkinan yang anda hadapi 
dengan memiliki alat tersebut. 

Selama semua biaya yang anda keluarkan 
persatuan waktu bisa menghasilkan ke- 
untungan balik (keuntungan bukan saja 
hanya materi, mempertahankan nama baik 
juga suatu keuntungan yang tidak dapat 
dinilai dengan uang) maka tindakan anda 
adalah benar. 

Nah, para pembaca sekalian, mudah-mu- 


dahan anda semua terutama para kontraktor 
pemula dalam dunia peralatan, saran penu- 
lis untuk anda sekalian jika anda ingin me- 
laksanakan pengadaan peralatan adalah : 


1) Sediakan seorang tenaga ahli yang be- 
nar-benar menguasai masalah peralatan ini 
dalam organisasi anda sehingga dia bisa ber- 


dialog teknis dengan para produsen peralat- 
an karena anda akan menginvestasikan dana 
yang tidak sedikit. Usahakanlah jangan me- 
ngambil tenaga dari pinggir jalan yang be- 
lum diketahui kemampuan teknis, manaje- 
men dan mentalitasnya. 

2) Sediakan sebidang lahan untuk garasi 
dan workshop bagi alat-alat agar tidak ber- 
ceceran, dimana-mana kalau proyek-proyek 
sudah selesai menggunakan alat-alat terse- 


but. 

3) Pelajarilah struktur pembiayaan dalam 
penggunaan alat-alat, jangan sampai per- 
alatan tidak kebagian dana untuk pemeliha- 
raan dan perbaikan atau pengembalian kre- 
dit bank karena menganggap bahwa hasil 
dana dari penggunaan alat-alat itu keselu- 
ruhannya dianggap keuntungan dari pe- 
ngoperasian alat-alat. 

4) Giatkan marketing untuk proyek-pro- 
yek yang menggunakan alat, agar alat-alat 
tidak sempat menganggur. Alat yang meng- 
anggur akan selalu merugikan perusahaan 
karena argo meter” depresiasi akan ber- 
jalan terus sesuai dengan berjalannya wak- 
tu. 

5) Jangan meninggalkan jadwal pemeliha- 
raan peralatan karena kerusakan akibat la- 
lainya pemeliharaan akan menelan biaya 
yang jauh lebih besar dari biaya pemelihara- 
an rutin. | 

6) Awas-awas/hati-hati terhadap tingkah 
polah para operator karena mereka bisa 
merusak/menggagalkan peralatan anda yang 
harganya ratusan juta rupiah. Seleksi de- 
ngan baik mental dan kemampuan teknik- 
nya. 

7) Adakan rekording dengan baik tentang 
lokasi dan jam kerja alat agar dapat dievalua- 
sikan efisiensi dan produktivitas alat-alat ter- 
sebut jangan sampai terjadi alat-alat ''di- 
obyekan'' oleh para pelaksana lapangan 
tanpa sepengetahuan anda. 

8) Awasi jalur pengadaan dan penggunaan 
fast moving parts dan suku cadang-suku ca- 
dang yang lainnya, karena permainan dalam 
pengadaan dan penggunaannya sudah kita 
kenal bersama. 

9) Awasi juga penggunaan bahan bakar 
dan pelumas jangan sampai bocor” di ja- 
lan. 

Nah para pemula, demikian sedikit gam- 
baran untuk anda jika ingin menggeluti 
dunia peralatan dalam kegiatan anda. Mu- 
dah-mudahan anda sukses. O 


KONSEP BERKELANJUTAN 
MERAMBAH 
PERMUKIMAN BAR 


syu pembangunan 
berkelanjutan masuk dalam 
agenda lingkungan 
Presiden Amerika Bill Clinton. 
Kembali dilontarkan 
pertanyaan yang intinya kira- 
kira: dapatkah pembangunan 
dilakukan dengan 
memasukkan pertimbangan 
berkelanjutan? 
Pengembangan permukiman 
Ahmanson Ranch di California 
Selatan boleh jadi, merupakan 
upaya menyajikan jawaban. 
Bagi penduduk California 
Selatan pengembangan 
permukiman ini, agaknya 
membuka kesempatan untuk 
meninggalkan derita tercekik 
asap dan kekeringan. 
Pertama-tama, 90 persen dari 
tapak seluas 13.000 acre — 
yang dulunya digunakan 
untuk peternakan domba di 
Ventura County — tidak akan 
dikembangkan seluruhnya. 
Tapi sebagian ditinggalkan 
sebagai ruang terbuka publik 
dengan perbukitan dan hutan 
mengitarinya. Dan tidak 


seperti kebanyakan komunitas : 


orang California, Ahmanson 
akan menghindari masuknya 
mobil-mobil sejauh mungkin, 
menganjurkan penggunaan 
kendaraan umum elektrik, 


membangun jalan-jalan untuk 
berjalan kaki dan bersepeda, 
untuk menjaga agar para 
penghuni tidak kembali 
kepada mobil-mobil mereka. 
Yang membuat Ahmanson 
benar-benar berbeda, adalah 
strategi airnya. Daripada 
melangsir air hujan ke saluran 
pembuangan terdekat, kolam- 
kolam penampung akan 
menampung aliran air, 
mengisi kembali tabel air 
yang kosong. Pada tempat- 
tempat seperti padang rumput 
dan tanaman-tanaman 
eksotik, spesies asli atau yang 
toleran terhadap kekeringan, 
akan ditanam di ruang publik. 
Begitu juga padang golf di 
tengah-tengah akan 


menggunakan rumput-rumput : 


yang mampu bertahan. ' Ini 
pasti bukan apa yang 
digunakan orang-orang sekitar 
sini,” kata Mark Lorge, ASLA, 
dari perusahaan FORMA. 
Kalau sukses, katanya 


meramalkan, dalam dua 
dekade, 8.000 orang akan 


tinggal dan bekerja dalam 
kota, ° memenuhi kebutuhan : 
sendiri, memelihara sendiri, 
dan pada akhirnya, 


berkelanjutan secara 


lingkungan.” 


Dengan bangkit kembalinya 
kesadaran lingkungan, seiring 
dengan munculnya 
kekhawatiran akan air dan 
sumber daya lainnya, segera 
konsep desain radikal 
bermunculan dengan gencar. 
Kami melihat adanya 
perhatian yang besar sekali 
dalam ide-ide ini,” catat Guy 
Gniadek, wakil presiden 
perusahaan pertanahan 
Ahmanson, yang meluncurkan 
proyek-proyek hijau secara 
nasional. Desain 
berkelanjutan tengah 


menghadapi momentumnya, 
demikian simpulnya. 


Sudah dikenal 


Dimana momentum itu 
berawal, tak begitu jelas. 


Gagasan-gagasan lansekap 
berkelanjutan — antara lain 


mengkonservasi atau 
merestorasi proses-proses 
natural — sebenarnya sudah 
lama dikenal, berulang 


dengan gerakan modern 
dalam opus 1969 Ian McHarg, 


Design with Nature. Beberapa 
bidang lansekap hijau telah 
diterapkan pada tempat- 
tempat seperti proyek 
Woodland-nya McHarg di 
dekat Houston dan kota yang 


LINGKUNGAN 


ea 


Di Ahmanson Ranch, 90 
persen akan dipreservasi 
atau direstorasi. Gambar 
rencana menunjukkan jalan- 
jalan berpola grid, jalan 
khusus sepeda dan pusat 
transit yang dimaksudkan 
untuk mengurangi 
penggunaan kendaraan 
bermotor. 


tengah direncanakan seperti 
Seaside, Florida. 

Namun gagasan itu, 
agaknya harus melalui suatu 
jalan pintas yang mengancam 
menipiskan artinya. Yang 
dimaksud adalah, upaya- 
upaya yang kadang-kadang 
berfokus pada elemen-elemen 
tunggal, misalnya hidrologi. 
Sementara lainnya tak 
tercakup, seperti habitat 
satwa liar dan transit. Mcharg 
sendiri, meskipun terpikat 
oleh interes perbaharuan 
dalam apa yang disebut 
desain regeneratif,” 
khawatir bahwa banyak 
lansekap yang disebut 


berkelanjutan hanya 
berkenaan dengan sistem- 
sistem yang spesifik dan 
mempunyai ciri tersendiri 
tanpa melihat gambar 
besarnya. 

Itu persisnya persoalan yang 
membuat proyek-proyek 
seperti Ahmanson Ranch 
menjadi begitu 
membangkitkan minat. 
Berkisar antara komunitas 
perumahan ke pengembangan 
kembali kawasan pinggiran. 
Ini merupakan salah satu 
usaha keras pertama yang 
mempersatukan semua 
elemen dari keberkelanjutan 
menjadi model-model yang 
saling berhubungan. 

Diakui, beberapa 
diantaranya menemui 
tantangan teknik dan sosial 
Ahmanson Ranch, sebagai 


contoh, mengatasi dengan 
sembilan perkara hukum 


untuk kelompok-kelompok 
lingkungan dan lainnya. 
Dalam eksperimen- 
eksperimen, proyek-proyek ini 
dapat menunjukkan apa yang 
bekerja dan apa yang tidak. 
Mereka dapat menyediakan 
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data keras mengenai metoda, 
material dan biaya, dan pada 
akhirnya membuat gagasan 
kompleks ini lebih mudah 


dimasuki atau dipahami - bagi 


klien, publik dan para 
profesional desain itu sendiri. 
Bertahun-tahun, kami telah 
berbicara tentang 
keberkelanjutan,” kata Terry 
Minger, dari Center for 
Resource Management yang 


Konsep untuk suatu lot 
parkir yang memungkinkan 
penangkapan aliran air 
untuk keperluan irigasi 


berpusat di Denver. 
Sekarang, kami mulai 
melihat orang 


melakukannya. 

Diantaranya, adalah John 
Clark, seorang developer dari 
Washington yang 
merencanakan untuk 
menggarap tanah di 
Haymount, suatu komunitas 
4.000 unit seharga USD 100 
juta di Virginia Selatan. 
Meliputi 1.700 acre tanah 
pertanian sepanjang Sungai 
Rappahannock, Haymount 
hanya akan menggunakan 
material-material yang dikenal 
'eco”, seperti perkerasan 
yang tembus air dan kayu 
kering yang diambil dengan 
memasukkan konsep 
berkelanjutan. Untuk 
mendorong tenaga kerja. lokal 
dan menghindari terbuangnya 
energi untuk kegiatan pulang 
pergi, disebut adanya 150.000 
kaki persegi kantor dan ruang 
sewa. 

Lansekap Haymont — 
didesain oleh tim, termasuk 
diantaranya Warren Byrd, 
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Associate, ASLA, dengan 
perencana arsitek Andres 
Duany dan Elizabeth Plater- 
Zyberk (DPZ) — 
memperlihatkan konsep- 
konsep berkelanjutan 
demikian terang. Dimana 
semua rumah akan hanya 


berjarak pendek saja dari 
toko-toko, tempat bermain 


anak-anak dan daerah servis. 
Banyak tapak tidak akan 


dikembangkan, menyisakan 
koridoi satwa liar yang luas. 
Dalam area-area yang 
dikembangkan, ada perjanjian 
tertentu yang membatasi 
penanaman-penanaman yang 
dikelola asli secara organik 
atau spesies-spesies yang 
dapat dimakan. Air hujan dan 
air buangan akan dibersihkan 


dalam tapak melalui lahan 
basah buatan. Sekurang- 


kurangnya enam untuk yang 
diantisipasi sebagai fasa 
pertama, terdiri dari 300 
rumah. Clark juga 
merencanakan sejumlah 
taman mini, sebagian didesain 
melalui kompetisi. 

Sejumlah environmentalist 
khawatir atas dekatnya 
Haymount punya dengan 
Rappahannock, satu dari 
anak-anak sungai paling asli 


di Chesapeake Bay. Dikatakan 
Clark, sistem pengelolaan air 
hujannya dan organik 
sebenarnya akan mengurangi 
aliran racun ke sumur di 
bawah level sekarang ini. 

Hayinount menyoroti 
sejumlah isu kunci. Pertama 
dengan pendekatan terhadap 
masyarakat neotradisional itu, 
lalu dengan teknik-teknik 


ekologis inovatif, dimana 
Haymount tergantung pada 
sebuah pendekatan tim. 


Untuk mensukseskannya, kata 


Clark, proyek-proyek 
semacam ini mensyaratkan 
kerjasama antara arsitek 
lansekap, ahli teknik, arsitek, 
ahli hidrologi dan perencana. 
Yang juga penting adalah 
mencoba untuk memperkuat 
standar-standar wilayah yang 
berdekatan. Clark 
menerapkan prinsip-prinsip 
McHarg bahwa berkelanjutan 
tidak dapat hadir dalam 
potongan-potongan yang 
berdiri sendiri. Suatu 


lansekap haruslah tidak hanya 


mengintegrasikan miliknya 
sendiri, sistem-sistem 
internal, tapi saling bertautan 


dengan lingkungan sekitarnya. 


Integrasi juga memainkan 
peran utama bagi Pliny Fisk. 
Ia adalah arsitek dan arsitek 
lansekap yang juga 
merupakan pimpinan dari 


Center for Maximum Potential 


Building System di Austin, 
Texas. Fisk bekerjasama 
dengan arsitek lansekap Lucia 
Athens menggarap Advanced 
Greenbuilder Home (AGH). 


Direncanakan untuk lot seluas 


7000 kaki persegi dan 
dijadwalkan untuk selesai 


musim semi ini, lansekap 
AGH akan menggabungkan 
sistem-sistem dari perumahan 
ini dengan lainnya di kota 
yang mengitari. 

Air buangan akan mengalir 
ke dalam basin 
perkampungan, lalu melalui 
filter batuan, dimana akan 


ada akar-akar dari tanaman 
bunga yang diseleksi secara 
khusus, seperti kana lily dan 
iris pelangi, yang 
memunculkan suatu proses 
pendekatan natural. Aliran 
keluar kemudian mengairi 
pagar hidup dari semak 
berduri yang merupakan 
tanaman asli, sebidang 
padang rumput, kebun 
tanaman bumbu, kebun buah- 
buahan dan hamparan 


tanaman rambat serta 
tanaman lainnya. Lansekap 


itu konon didesain untuk 
menjadi komponen dari 
bangunan yang berfungsi 
secara penuh. 


Sesuai dengan beberapa 
ukuran rumah, daerah atau 


iklim, AGH akan berjalin 
dengan sekitarnya dengan 
cara yang rumit. Pagar duri 
digandakan sebagai habitat 
satwa liar. Dan melalui 
pengolahan air limbah dalam 
lahan, AGH membantu 
mengisi kembali air yang 
kosong dan mengurangi 
kebutuhan akan fasilitas 
pengolahan kotapraja. 


Faktor sosial 
Sementara lansekap 

berkelanjutan menyandarkan 

diri pada teknologi, faktor 


Haymount yang bertempat di 
sepanjang sungai 
Rappahannock Virginia, 
dengan tanaman-tanaman 
asli dan dapat menjadi 
bahan pangan. Diduga 
aliran air yang keluar dari 
proyek ini akan menjadi 
pembersih bagi sungai itu 
sendiri. 


faktor sosial boleh jadi akan 
kritis. Sebagaimana dikatakan 
Carol Franklin, ASLA dari 
Andropogon Associates di 
Philadelphia: 
'Keberkelanjutan tidak hanya 


tentang penggunaan perkakas 
ekologis mutakhir.” 


Dalam sejumlah kasus, 
memasukkan faktor-faktor 
sosial bisa sesederhana 
membangun jalur pejalan kaki 


untuk mengurangi perjalanan 
mobil. Tapi desainer harus 
merealisasikan bahwa mereka 
membuat berkelanjutan lebih 
dari sekedar sistem natural. 
Tepat di utara mulut 
Chesepeake Bay, dalam 
rangkaian pulau-pulau, The 
Nature Conservancy (TNC) 
bermaksud untuk melindungi 
ekosistem air yang asli dan 
langka. Namun, area itu juga 
masih dihuni ribuan pemukim 
jangka panjang, banyak dari 
mereka membuat tempat 
tinggal di tanah dan air. 
Tantangan TNC berganda: 
melindungi suatu ekosistem 
tanpa menterlantarkan 
warganya. 

TNC mulai dengan 
membangun pendukung 
komunitas untuk rencana itu, 
berjuang untuk menunjukkan 
dimana kepentingan- 
kepentingan lokal, seperti 
tempat pemancingan 
komersial, mencocokkan 
dengan tujuan-tujuan 
konservasi, seperti 
memproteksi area-area 
pemancingan yang tidak 
terkena polusi. Sasarannya, 
kata Greg Low, wakil presiden 
untuk pengembangan program 
utama TNC, adalah untuk 
menjauhi pemaksaan sebuah 
solusi. ” Anda bisa menjadi 
partner untuk menggaet 
dukungan lokal,” kata Low. 
Menurutnya, dukungan lokal 
adalah salah satu kunci 
keberkelanjutan. 

Kemudian, dibantu oleh 
Ford Foundation, DPZ, Sasaki 
Associates dan Vladimir 
Gavrilovic, Reston, arsitek 
perencana yang bermarkas di 
Virginia, TNC menelurkan 
sebuah rencana land-use 
ambisius yang meliputi 
pengolahan air limbah, 
perumahan yang bisa 


memenuhi kebutuhan sendiri 
dan perlindungan lahan-lahan 
sensitif. Kunci kepada 
proteksi itu, adalah sebuah 
program dari gerakan 
konservasi: TNC membeli 
bidang-bidang lahan seperti 
pertanian-pertanian di pesisir, 
lalu menjualnya, dengan 
pembatasan-pembatasan 
kepadatan, untuk para 
investor yang bersahabat. 

Lagi-lagi, kata Gavrilovic, 
faktor-faktor sosial 
mencampuri. Menggunakan 
analisa-analisa biologi, TNC 
awalnya menetapkan bahwa 
carrying capacity dari segi 
ekologi dapat mentolerir 
kepadatan perumahan satu 
unit setiap acre. Kepadatan 
seperti ini, kata Gavrilovic, 
ternyata menjadi amat sangat 
padat dari sudut visual dan 
desain. Apa yang terlihat 
adalah pemandangan rural 
yang malang melintang. 
Untuk mengubahnya, TNC 
melakukan pengamatan 
terhadap permukiman masa 
kolonial di area itu dan pola- 
pola arsitekturalnya serta 
menganalisa vista-vistanya. 
Akhirnya, TNC 
menyimpulkan bahwa 
"carrying capacity” secara 
visual, adalah mendekati satu 
rumah untuk setiap 20 sampai 
40 acre. 

Rencana tapak yang direvisi 
sekarang digali dari variasi 
layout-layout tradisional, dari 
greart house” (satu rumah 
besar dan dua yang lebih 
kecil pada area bersama 
seluas 100 acre), sampai 
perumahan desa kecil. 
Pengalaman ini menunjukkan, 
kata Gavrilovis, biologi saja 
tidak dapat menopang 
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karakter dari tapak. 
Keberkelanjutan adalah cara 
bagaimana sebuah tempat 
berfungsi dan terlihat. 

Kesimpulan itu boleh . 
dibilang kritis. Fisk dan 
Franklin dari Andropogon 
mengakui bahwa soal-soal 
estetika memunculkan 
ketakutan bahwa lansekap 
berkelanjutan itu, dituntun 
oleh fungsinya, tidak dapat 
menolong, malah menjadi 
menjemukan dan seragam. 

Para penyokong desain 
hijau mengatakan, ketakutan 
semacam ini berakar dari 
kurangnya kreativitas. Lorge 
dari Ahmanson mengakui, 
bahwa penggunaan spesies- 
spesies asli dan yang tahan 
kekeringan kenyataannya 
memberi bagi proyek ranch 
lebih dari sekedar lansekap 
yang kasar, hijau-kelabu, dan 
informal. Mengimbangi efek- 
efek tersebut, lansekap 
hunian di Ahmanson menjadi 
cenderung berpadang rumput 
serta semak-semak 
ornamental. Perlindungan 
yang kompromistis ini berlaku 
di sebagian besar lahan. Itu 
menyediakan transisi antara 
area terbuka natural dan 
ruang privat. Pada gilirannya, 
hal itu meretleksikan realisme 
pasar. 

Sementara tanggapan Caro 
Franklin, arsitek lansekap 
harus membimbing selera 
publik, tidak 
menyederhanakannya dengan 
mengikuti begitu saja. 

Rob Thayer, FASLA, 
pimpinan program arsitektur 
lansekap UC-Davis, 
melangkah lebih maju. Dia 
ingin melihat gaya baru yang 
didapat dari pengertian yang 


sa 
Da 


Di pantai timur Virginia, 
disambut gembiru 
pengembangan kawasan 
secara sensitif dengan 
perhatian pada keberadaan 
ruang terbuka. Kiri : 
Pandangan atas suatu 
konsep proyek Cadangan 
Biosfir Pantai Timur. Kanan 
: Gambar rencana untuk 
pengembangan kelompok- 
kelompok perumahan yang 
memberi hasil kebun. 


tumbuh dalam profesi ini 
mengenai proses-proses 
ekologi. 

Ia menyebut ini sebagai 
estetika dari ''transparansi,'' 
yang menggambarkannya 
sebagai meretas penutup 
lansekap figuratif, dan 
membiarkan orang untuk 
melihat apa yang ada 
didalamnya. Kerap arsitek 
lansekap terlalu ngotot 
membuat fasada, menutup 
apa yang disajikan alam. 
Lansekap perlu ditata 
sehingga mereka mulai 
berfungsi dalam kapasitas 
ekosistem natural, tidak 
semata-mata simbol dari 
ekosistem natural. 

Lebih mudah mengatakan 
daripada mengerjakan, 
memang. Tidak disini, tidak di 
Amerika sana, kenyataannya 
tak banyak arsitek lansekap 
atau lainnya yang 
berkesempatan terlibat dalam 
proyek berskala seperti 


Ahmanson Ranch atau dalam 
think-tanks desain. Maka 
pengalaman dari kesempatan 


semacam itu hanya dikecap 
segelintir orang saja. Lalu, 
siapa salah jika banyak 
perencana kawasan masih 
jauh untuk dikatakan 
berkelanjutan secara 
lingkungan?! Landscape Arthitecture/Sorita 
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RAWA 


saha pengembangan 

rawa, khususnya rawa 

pasang surut, sudah 
dimulai jauh sebelum ada 
kegiatan reklamasi rawa oleh 
pemerintah. Masyarakat 
petani Bugis, Sulawesi Selatan 
dan Banjar, Kalimantan 
Selatan merupakan petani- 
petani perintis dalam 


pemanfaatan rawa pasang 
surut untuk budidaya 


pertanian. Mereka dengan 
swakarsa dan swadaya 
membuka lahan rawa di 
sepanjang hilir tepian sungai- 
sungai besar untuk budidaya 
tanaman padi, kelapa dan 
palawija. Namun teknologi 
yang dipakai masih bersifat 
sederhana dan hanya 
membuat saluran (parit-parit) 
langsung berhubungan dengan 
sungai tanpa saluran cabang 
dan bangunan pengatur air. 
Petani Banjar 
mengembangkan lahan rawa 
di pantai Selatan Kalimantan, 
sedangkan petani Bugis di 
pantai Timur Sumatera (Riau, 
Jambi dan Sumatera Selatan). 
Pada masa Pemerintahan 
Belanda, dilakukan 
pemindahan penduduk dari 
dan ke luar P. Jawa yang 
dikenal Kolonisasi. Lokasi 
penampungan bagi para 
"transmigran ” termasuk juga 
daerah rawa. Seperti proyek 
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PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 


Sisir Gunting dekat kota 
Medan yang dibangun dengan 
sistem polder pada 1924 dan 
proyek Purwosari di Anjir 
Tamban Kalimantan Selatan 
yang dibangun 1934. Kedua 
lokasi ini merupakan lahan 


rawa pasang surut yang 
dimanfaatkan untuk budidaya 
pertanian dan pemukiman. 
Antara 1950-an dan 
1960-an, upaya reklamasi 
rawa non pasang surut mulai 
dirintis Pemerintah dengan 
membangun 2 polder, yaitu: 
polder Alabio di Kalimantan 
Selatan seluas 6.000 ha dan 
Mentaren di Kalimantan 


Tengah seluas 2.300 ha. 


Kemudian melalui proyek 
kanalisasi juga dibangun 


saluran-saluran penghubung 
yang dikenal sebagai anjir- 
anjir yang menghubungkan 
sungai Barito, Kapuas dan 


Lahan rawa seperti di 
Jambi sudah banyak 
dimanfaatkan untuk 
pertanian. 


Kahayan antara lain Anjir 
Tamban, Serapat, Besarang, 
Kelampan dan Marabahan. 
Anjir-anjir ini semula sebagai 
prasarana transportasi untuk 
melayani angkutan orang dan 
barang serta membuka 
keterpencilan wilayah 
Kalimantan Tengah. Namun, 
perkembangan selanjutnya 
menunjukkan bahwa dengan 
dibangunnya anjir-anjir ini 
mendorong masyarakat 
setempat untuk 
memanfaatkan rawa. 

Usaha reklamasi rawa dalam 
skala besar baru dimulai 
Pemerintah sejak awal Pelita I 


(1969), dan hingga akhir 1991 
daerah rawa yang direklamasi 
mencapai sekitar 900 ribu ha, 
terdiri dari rawa pasang surut 
115 ribu ha dan non pasang 
surut 185 ribu ha. Selain itu 
pemerintah daerah beserta 
masyarakat secara swadaya 
mereklamasi rawa untuk 
budidaya pertanian. Sehingga 


jumlah lahan rawa yang 


sudah direklamasi di 
Sumatera dan Kalimantan 
total mencapai 1,5 juta ha 
lebih. 


Sesuaikan sifat rawa 


Berdasarkan hasil 
inventarisasi sementara yang 
dilakukan Direktorat Rawa, 
luas potensi rawa di Indonesia 
mencapai sekitar 39,4 juta ha 


yang tersebar di 4 pulau 
besar : Sumatera, Kalimantan, 


Sulawesi dan Irian Jaya. 
Sebagian dari daerah rawa 
tersebut merupakan rawa 
pantai seluas 24,6 juta ha 
sesuai data yang dikumpulkan 


Direktorat Rawa pada 1984. 
Dari jumlah ini, areal rawa 
seluas 3,3 juta ha telah 
direklamasi, 5,6 juta ha 
mempunyai potensi (sesuai) 
untuk dibudidayakan sebagai 
lahan pertanian dan sisanya 
16,7 juta ha tidak cocok untuk 


usaha pertanian. 
Menurut Ir. Hartoyo 


Supriyanto M.Eng-Kasubdit 
Perencanaan Teknis 
Direktorat Rawa-Departemen 
Pekerjaan Umum, 
pengembangan rawa haruslah 
diterjemahkan sebagai usaha 


untuk membuka, 
memanfaatkan serta 


melestarikan sumber daya 
alam. Semua ini untuk 


kesejahteraan kehidupan 
masyarakat dalam rangkuman 


pembangunan daerah, 


“wilayah dan nasional secara 


berimbang serta optimal. 
Sehubungan dengan sifat 
rawa yang khas, ujarnya, 
maka rangkaian kegiatan 
dalam usaha pengembangan 
perlu dilakukan secara 
bertahap. Dan setiap tahap 
dari proses pengembangan ini 
masing-masing akan 
mengikuti garis ciri (trend) : 
spesifik yang mencerminkan 
proses peningkatan 
kedewasaan lingkungan. 
Selain itu mengikuti proses 
kematangan lahan serta 
tingkat kemampuan sosial 
budaya dan pertumbuhan 
perekonomian masyarakat 
yang memanfaatkan. Dengan 
demikian, segala jenis 
kegiatan yang bertujuan 
menunjang proses 
pengembangannya menurut 
setiap tingkat tahapan akan 


Reklamasi rawa harus 
disesuaikan dengan sifat 
rawa. : | 


bersifat dinamis. ' Ini berarti, 
bahwa segenap kegiatan itu 
akan selalu berubah secara 
serasi, sesuai dengan 
kebutuhannya yang utama 
setiap saat. Baik dalam jenis 
maupun tingkat 
intensitasnya,” papar 
Hartoyo. Adapun kegiatan 
yang menunjang proses 
pengembangan dalam setiap 
tahapan itu dapat merupakan 
usaha yang bersifat merintis, 
mendorong, membina 
maupun mengelola yang 
mengarah ke pertumbuhan. 

Dikemukakan, 
pengembangan rawa 
dilakukan secara bertahap dan 
dipengaruhi berbagai faktor 
seperti karakteristik dari sifat- 
sifat sumber dayanya yang 
spesifik. Juga, kemampuan 
pengalokasian dari sumber 
dana, jenis dan 
pemanfaatannya setelah 
reklamasi serta masyarakat 
yang akan menggunakan. 
Untuk memperoleh hasil yang 
optimal, proses 
pengembangan rawa perlu 
dilaksanakan secara bertahap 
dengan memperhatikan 
tingkat pertumbuhan yang 
terjadi dari waktu ke waktu. 
Sebagai lazimnya 
melaksanakan suatu proyek 
pembangunan, pentahapan 
diperlukan sesuai pendekatan 
SIDCOM (survey, 
investigation, design, 
construction, operation & 
maintenance). 

Pengalaman ini 
menunjukkan bahwa tahapan 
dari pengembangan daerah 
rawa dapat dikelompokkan 
menjadi beberapa tahap. 
Diantara tahapan itu ialah: 
a)Tahapan I. Studi tingkat 
reconaissance dari 


Lahan rawa ternyata bisa 
dimanfaatkan untuk 
pertanian. 


wilayah/daerah rawa 
bersangkutan, dimana telah 
diidentifikasi proyek-proyek 


mandiri yang diperlukan. 


Kemudian dirangkum menjadi 
sebuah rencana induk (Master 
Plan), b)/Tahapan II. 
Perumusan proyek-proyek 
secara terinci yang 
menghasilkan rencana teknik 
cetak biru, c)Tahapan III. 


Pelaksanaan konstruksi dari 
kegiatan tebas tebang dan 


pembersihan lahan, 
pembangunan prasarana 
pengairan, pengadaan tempat 
pemukiman serta fasilitas lain. 
Dan d)Tahapan IV. Kegiatan 
usaha ini mencakup budidaya 
pertanian tingkat permulaan 
yang secara simultan diikuti 
dengan usaha peningkatan 


mutu tanah dan lahan 
pertanian melalui proses 


amellorasi sumber daya 
tanah. Sedang e)Tahapan V, 
meliputi kegiatan yang 
mengusahakan kelestarian 
sumber daya tanah dan 
pengusahaan budidaya 
pertanian secara optimal. 
Setiap tahap diatas, ungkap 
Hartoyo, merupakan suatu 
satuan dari proses 
pengembangan daerah rawa 
dan terdiri dari berbagai jenis 
kegiatan sektoral yang 
melibatkan berbagai instansi, 
termasuk Direktorat Rawa 
(dengan instansi vertikalnya). 
Dari kenyataan ini perlu 
disadari oleh setiap petugas 
dan pejabat yang bekerja di 
lingkungan Direktorat Rawa. 
Bahwa tugas dan 
kewajibannya bukanlah hanya 
terdiri dari beberapa jenis 
kegiatan dari suatu kelompok 


tahapan. Tetapi juga meliputi 
komponen kegiatan dari 
seluruh tahapan. 

Dengan meyakini setiap 
jenis tugas yang tercermin 
dari kegiatan komponensi II 
menurut kelompok tahapan- 
tahapan itu, maka tugas 
tersebut bisa dilaksanakan 


secara maksimal sehingga 
dapat mendorong 
pengembangan dengan 
kecepatan pertumbuhan yang 
tinggi. 


Memilih teknologi 
reklamasi. 

Dijelaskan, usaha 
memanfaatkan kembali atau 
meningkatkan daya guna 
lahan yang kurang bermanfaat 
seperti tanah rawa, padang 
pasir, padang alang-alang dan 
yang lain dapat dilakukan 
dengan berbagai cara. 


Pengendalian air di lahan 
rawa menjadi pekerjaan 
yang menentukan budidaya 
rawa. 


Pemilihan dan penentuan cara 
yang tepat dari teknologi 
reklamasi sangat diperlukan, 
agar tujuan dari jenis 
pemanfaatannya bisa efektif, 
efisien dengan dana yang 
kecil. Apabila pemanfaatan 
rawa untuk usaha budidaya 
pertanian misalnya, maka 
cara-cara dan teknologi 
reklamasi yang digunakan 
tentunya berbeda bila akan 
digunakan untuk lokasi 
komplek industri atau 
pemukiman. 


Dalam hal pertama, 
diperlukan adalah suatu hasil 
akhir dari usaha reklamasi 
sehingga tanah memiliki sifat- 
sifat dan kesuburan bagi 
pertanian. Sedangkan dalam 
hal kedua, sifat-sifat tanah 
sebagai produk akhir 
reklamasi, harus sesuai 
dengan keperluan suatu 
komplek industri atau 
pemukiman. Sehingga bukan 
kesuburan tanah yang 
diperlukan, melainkan sifat- 
sifat fisik seperti tingkat 
kepadatan dan keringanannya 
saja. 

Nah, apabila parameter 
baku dari sifat-sifat tanah 
sebagaimana yang diperlukan 
sudah ditetapkan, kemudian 
dirumuskan cara-cara untuk 
mencapai/memperoleh sifat- 


sifat tersebut dengan 
menerapkan berbagai metode 


teknologi yang tepat guna, 
baik secara mandiri maupun 
terpadu. Adapun sistem 
teknologi yang dapat dipilih 
untuk reklamasi antara lain : 
Teknologi Hidrolika, 
2/Teknologi Kimiawi, 
3)/Teknologi Fisika, 
4)Teknologi Biologi dan 
5)Teknologi Mekanik. 

Kelima sistem teknologi ini, 
tukas Hartoyo, masing-masing 
memiliki kemampuan khas ' 
dan konsekuensinya. Dengan 
demikian, masing-masing 
teknologi itu memiliki 
kelebihan dan kekurangannya 
sendiri. Sehingga perlu dikaji 


Bersambung ke halaman 97 
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Se 


Mobi 


l Morgan menjadi focal point di Morgan Pub. 


KESAHAJAAN 


aa aa Aa 


YANG BERKELAS 


etiap desain punya 

objektif dan tantangan 

masing-masing. Dan itu 
yang menyebabkan muncul 
desain yang beragam. Di hotel 
Dai-ichi Jakarta, misalnya, 
suasana grand tidak menjadi 
objektif utama. ”' Menyadari 
luasan ruang-ruang publik 
hotel ini tidak terlampau 
besar, kita tidak berambisi 
menciptakan suasana grand, 
tetapi suasana yang cozy. A 
small hotel but a nice one,” 
kata Hiroshi Saito - General 
Manager hotel Dai-ichi 


Jakarta. 
Hal itu, lanjut Saito, sejalan 


dengan konsep mereka yang 
mengutamakan layanan 
personal. Memberi layanan 
berkelas yang digabung 
dengan fasilitas yang khusus 
dirancang bagi kalangan 
bisnis, merupakan komitmen 
hotel bintang 4 plus ini. 
Kami ingin setiap tamu 
merasa nyaman. Konsep kami 
tidak sekedar mengikuti 
trend, tetapi merupakan 
perwujudan dari rasa 
nyaman,” Saito menekankan. 
Apa yang dimaksud Saito 
itu, antara lain bisa dilihat 


pada kamar tamu hotel ini. 
Menyadari kalangan bisnis 


sering kali berbagi kamar 
dengan rekannya 
seperjalanannya, operator 
hotel ini menyediakan 
perlengkapan handuk dalam 2 
warna. Kemudian, desain 


interior kamar tamu juga 
tampil dalam 2 variasi. Yang 
pertama, bertitik tolak pada 
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kebutuhan eksekutif wanita 
dan yang satunya lagi 
eksekutif pria. Terjemahan 
lain dari yang dimaksud 
General Manager itu juga bisa 
ditemui pada sarana 
kebugarannya yang memiliki 
mesin relaksasi Relactive I 
Machine dan golf stimulator. 
Serta pilihan outlet F&B yang 
beragam dengan ruang makan 
privat yang relatif banyak. 
Tapi bagaimana Dale Keller & 
Associate menyiasati interior 
hotel ini? 

Pertama, kata Julian O. 
Coombs, secara umum desain 


. interior di ruang publik 


diarahkan untuk tidak 
berkesan berat menyadari 
luas ruangan yang tidak 
besar, namun tetap memberi 
greget sesuai kelas hotel yang 
disandang. Kedua, karena 
operator sangat menekankan 
pada pelayanan, desain 
diarahkan untuk tidak 
terlampau rumit untuk 
kemudahan dalam 
operasional. Simpel tetapi 
memiliki style, begitu dalam 
bahasa Saito. Dalam lima 
tahun terakhir ini, kata 
Coombs, desain interior hotel 
cenderung tidak terlalu 
fashion, tetapi dapat bertahan 
lama untuk jangka waktu 
lama dan nyaman. Operator 
hotel lebih menekankan pada 


kualitas. 

Dale Keller & Associates 
adalah konsultan yang 
menangani perancangan 
interior hotel Dai-ichi ini. 
Sedangkan Julian Coombs 


adalah desainer interior 
konsultan asal Hongkong itu 
yang ditugaskan sebagai 
project manager dalam 


pelaksanaan interior di 
lapangan. Namun, saat 


pekerjaan di lapangan 


berlangsung, konsultan 


ongkong itu bubar sehingga 
kemudian Julian Coombs 
mendirikan biro Coombs 
McLaren dan meneruskan 
sebagian perancangan selain 
menangani manajemen 
proyek. 

"Saya berusaha agar di 
lapangan pelaksanaannya 
sesuai dengan desain yang 
ada atau paling tidak sedekat 
mungkin dengan ide 
perancang,” kata Coombs. 
Sekalipun ada kendala lahan 
yang terbatas, katanya, 
namun arsitek berhasil 
menanggulanginya dengan 
baik, Terbentuk ruang-ruang 
yang baik dengan organisasi 
yang bagus pula.” Seperti 
pada lantai dasar, lobi utama 
berhubungan dengan lobby 
lounge dan coffee shop 
sehingga terkesan lobi 
utamanya luas, Coombs 
memberi contoh. 


Beberapa trick 

Pada lobi utama dengan 
luas ruang sesungguhnya 
yang tidak besar, kata 
Coombs, perancang membuat 
beberapa trick agar berkesan 
grand, karena bagaimanapun 
ruang itu adalah ruang 
pertama yang diinjak tamu. 
Meletakkan cermin di 


belakang tangga mulia, mulai 
dari ceiling hingga lantai. 
Kemudian menyelesaikan 


Restoran Cina T'ang. Salah 


satu ruang yang spektakuler 


di hotel ini. 


bidang yang berhadapan 
dengan cermin, yang 
merupakan sisi pintu masuk 
seluruhnya dengan material 
transparan kaca. Cahaya 
matahari yang menerobos ke 
lobi menciptakan suasana 


lapang atau create more space 
menurut bahasa Coombs. Hal 
itu didukung oleh marmer 
Citatah warna putih pada 
lantai. 

Sedangkan untuk ceiling, 
katanya, mereka usahakan 
sesederhana mungkin untuk 
menjaga kelapangan suasana. 
"Ceiling tidak memainkan 
peranan penting, tidak 
diinginkan terlalu impresif, 
Ceiling dibiarkan datar 
dengan finishing cat warna 
broken white. Namun sebagai 
imbangannya digantung 
chandelier yang lumayan 
besar di atas tangga mulia. 
Chandelier yang menjadi 
focal point ini menciptakan 
suasana grand namun cozy 
pada ruang berketinggian 2 
lantai ini,” tegas Coombs. 
Detil tangganya sendiri juga 
diarahkan membangun citra 
yang berkelas, seperti 
penggunaan bahan marmer 
hitam, kayu berwarna gelap 
dan perunggu. 

Kemudian berbeda dengan 
kebanyakan hotel, reception 
area di sini ditarik cukup jauh 
dari lobi utama, memiliki 
domain tersendiri. Hal itu, 
kata Coombs, agar tamu dapat 
mendaftarkan diri dengan 
relaks, tidak tertekan. ' Ini 
merupakan bagian dari 
konsep operator hotel 
mengutamakan pelayanan 
personal,” Dibanding dengan 
hotel lain, petugas di 
reception area hotel ini lebih 
banyak. Selain petugas di 


balik counter, terdapat 
petugas yang berdiri dan 
menyapa setiap tamu yang 
datang. Sejalan dengan filosofi 
itu, jelas Coombs, desain 
reception area diarahkan 
memberi suasana hangat. 
Dengan ceiling yang 
direndahkan dan pencahayaan 
yang hangat, panel kain 
berwarna putih dengan pola 
yang samar untuk dinding di 
belakang counter. Sedang 
counternya sendiri terbuat 
dari kayu dengan marmer 
hitam di bagian atas. 

Bila di kiri lobi terdapat 
reception area, maka di 
kanannya terdapat lobby 
lounge. Antara kedua ruang 
ini hanya dibedakan oleh 
perbedaan peil dan railing 
dengan detil yang sama 
dengan tangga. Lobby lounge 


Sisi lain dari Morgan Pub. 
Mengingatkan kita pada 
pub-pub di London. 


ini berhubungan dengan 
upper lounge yang terletak di 


lantai mezzanine. Terus ke 
kanan melewati lobby lounge 


terdapat coffee shop yang 
juga bisa dicapai dari luar. 


Suasana aktif 
yang relaks 


'Menciptakan suasana 
keluarga bahagia,” jawab 
Coombs ketika ditanya apa 
yang mau dicapai dari desain 
interior restoran 24 jam ini. 
Suasana ceria, aktif, relaks 
yang hendak dicapai 


perancang itu, rasanya cukup 


terpenuhi. Desain coffee 
shop diarahkan simpel, tidak 


Main lobby. Sejumlah trick 
diterapkan untuk 
mendapatkan ruang 
berkesan luas. 


berkesan berat. Di sini tidak 
bisa diterapkan desain yang 


terlalu sophiticated,” katanya. 
Sama dengan lobi utama, 
kembali di restoran 24 jam ini 


bidang transparan menjadi 
bidang yang dominan. 
"Cahaya matahari memang 


sangat berperan dalam 
membangun suasana aktif. 
Lagipula sangat 
menyenangkan bersantap 
sambil menikmati 


pemandangan di luar,” 
katanya. Dan dengan skema 
warna hijau, coklat kekuning- 
kuningan, ungu, krem, emas. 
Ditambah dengan artwork 
lukisan bergaya abstrak 
dengan skema warna yang 
hampir sama menciptakan 
suasana yang kaya. 
Pencahayaan di coffee shop 
ini dilengkapi dengan sistem 
dimmer sehingga dapat 
disesuaikan dengan kondisi di 
ruang luar. Hampir semua 
pencahayaan di ruang publik 
dilengkapi dengan sistem 
dimmer. Pencahayaan 
ditangani oleh konsultan 
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spesialis dari Hongkong Light 
Direction. 

Yang menjadi focal point di 
restoran dengan luas 365 m2 
ini, adalah bagian tengah 
yang didesain melingkar. 
Tempat disajikannya makanan 
(untuk buffet) memiliki detil 
istimewa. Memiliki ceiling 
berbentuk dome yang 
diselesaikan dengan stainglass 
stone, mengingatkan pada 
arsitektur Gotik. 


Berbeda dengan tempat 
lain, di sini digunakan 
beberapa warna untuk kain 
pelapis kursi, dimana tiap-tiap 
kelompok meja punya kursi 
dengan upholstery yang 
berbeda warna. Idenya, kata 
Coombs, berusaha 
menghindari suasana 


membosankan sehingga 
pengunjung akan terus 
kembali datang. °’ Dengan 
upholtery yang berwarna- 
warni, operator hotel dapat 
mengubah susunan kursi 
sehingga tercipta suasana 
yang lain,” Demikian pula 
dengan tanaman di dalam 
ruang juga dengan mudah 
dapat dipindah-pindah. Kolom 
dan tepi bangku diselesaikan 
dengan vener bermotif bird 
eye maple, dinding dengan 
wallpaper dan lantai dengan 
karpet. 


Masih di lantai dasar, 
terdapat restoran Jepang 
Niwa. Konsep desain restoran 
berkapasitas 96 tempat duduk 
ini adalah sebuah restoran 
tradisional Jepang . Dalam 
arti, dibangun dengan 
mengikuti aturan dan ukuran 
yang baku, namun dengan 
suasana kontemporer. 
"Menggunakan material 
tradisional, namun desain dan 
penggunaan material itu 
memberi kesan kontemporer, 
tetapi tidak terlalu 
kontemporer,” kata Coombs. 
Material yang dipakai antara 
lain batu alam hijau untuk 
sebagian besar lantai, kayu 
ramin, vener bermotif bird 
eye maple, dan marmer hitam 
dan perunggu sebagai aksen. 
Secara desain sangat terlihat 
kontemporer, namun tetap 
terasa sebagai restoran Jepang 
yang tradisional. 

Di pintu masuk dijumpai 2 
Shoji screen tradisional 
dengan nama Niwa di tengah 
yang berwarna biru. Sebuah 
desain yang sederhana tetapi 
menyolok. Restoran Jepang 
ini dibagi menjadi 4 bagian, 
yakni: sushi bar, ruang makan 
utama pada sisi jendela yang 
bersebelahan dengan taman 
Jepang, tepanyaki area yang 
terletak berseberangan 
dengan ruang makan utama, 
dan tatami house. Tatami 
house seolah merupakan 
struktur yang terpisah, berada 
di tengah taman air Jepang. 
Khusus interior di tatami 
house, benar-benar dirancang 
sesuai kondisi yang baku. 
Mereka, kata Coombs, dibantu 
oleh spesialis dari Jepang 


Ballroom dengan 
garis-garis Deco. 


dalam pengukuran. Sedang 
tatami-nya sendiri dibuat di 
Jepang. 

Restoran Cina yang terdapat 
di lantai dua merupakan salah 
satu ruang yang spektakuler 
di hotel ini. Memiliki 
ketinggian 2 lantai, dengan 
kolom bundar yang gagah serta 
bidang transparan yang 
dominan — sehingga 
memasukkan cahaya yang 
demikian banyak. Lantai 


pertama merupakan ruang 
makan utama dengan 2 ruang 
makan privat, sedangkan di 
lantai mezzanine terdapat 4 
ruang makan privat. Sekali 
lagi, kata Coombs, desain 
interior restoran dengan luas 
450 m2 ini berpatokan pada 
unsur-unsur budaya Cina, 
namun tetap dalam nafas 
kontemporer. Kursi dirancang 
mengikuti model dan proporsi 


furnitur Cina tradisional. 
T'ang yang merupakan nama 


restoran ini diambil dari nama 
seorang penyair Cina di abad 
15 yang banyak menghasilkan 
kaligrafi. Kaligrafi bertuliskan 
T'ang yang menjadi logo 
restoran ini, tambahnya, 
dibawa dalam rancangan 
interiornya, antara lain pada 
kursi. 

Mengenai skema warna, 
menurut Coombs, perancang 
tidak menampilkan secara 
jelas warna-warna Cina 
sebagaimana di kebanyakan 
restoran Cina lain. Warna 
merah muncul sebagai aksen 
pada kain penutup jendela. 
Sedangkan dinding 
diselesaikan dengan wallpaper 
berwarna perak metalik 
dengan pola daun bambu 
yang terlihat samar-samar. 
Sedangkan lantainya 
menggunakan karpet 
berwarna dasar beige dengan 
pola flora berwarna kuning 
dan merah. 


Coffee shop. 


Kembali berbeda dengan 
umumnya restoran Perancis 


. yang bergaya formal, restoran 


Perancis Tonelle di hotel ini 
memiliki suasana yang tidak 
terlalu formal dan diolah 
sebagai restoran taman. 


Berada satu lantai dengan 
fasilitas olahraga, restoran ini 
terletak di bagian atap 


podium, di ruang terbuka 
bersebelahan dengan kolam 


renang dan di tengah taman. 


Interior restoran ini diolah 
dalam gaya Eropa dengan 


sentuhan arsitektur kerajinan 


Bali dalam suasana natural. 
Menggunakan batu alam 


sebagai penutup lantai, dan 
panel kain pada ceiling untuk 
mengurangi sengatan 
matahari. Bunga-bunga 
berwarna terang menjadi 
bagian yang menghidupkan 
suasana restoran ini. 

Sedangkan olahan interior 
pada Morgan Pub yang 
terdapat pada lantai besmen 
yang ditujukan untuk 
eksekutif muda melepas lelah, 
menurut Coombs, mengambil 
inspirasi dari pub-pub di 
London. Yang menarik di sini 
terdapat mobil Morgan 
berwarna hijau — warna Dai- 
ichi Jakarta, yang menurut 
Saito dipesan selama 7 tahun 
di Inggris. 


Restoran Perancis Tonelle 
diolah sebagai restoran taman 


Garis-garis Deco 
Berseberangan dengan 
restoran Cina adalah ballroom 
dengan luas 724 m2. Sesuai 
dengan perannya, olahan 
interior di sini, kata Coombs, 
diarahkan bersuasana grand. 
Ruangan yang dapat 
menampung 600 tamu ini 
muncul dalam garis-garis Deco 
dan skema warna lembut. 
Chandelier dengan ukuran 


Kamar tamu. 


sedikit lebih besar dari yang 
di lobi utama yang dipasang 
di tengah ruang, serta di 
keempat sudut dengan ukuran 
yang lebih kecil menambah 
keanggunan. 

Sedangkan untuk kamar 


tidur diolah dalam 4 macam 
skema warna. Untuk King 
type dalam skema warna 
hangat seperti beige, merah, 
sedang satunya lagi berskema 
warna dingin seperti biru, 
hijau. Furniture di kamar ini 
bergaya kolonial terbuat dari 
material kayu berwarna coklat 
merah. Sementara untuk 
presidential suite 
penekanannya adalah pada 
kenyamanan, tidak flashy. 
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Jadi, kata Coombs, arah 
desain interior di ruang itu 
bersifat elegan, simpel dan 
berkesan lapang serta bersih. 
Desain kamar mandi 
presidential suite ini 
istimewa. Mengambil satu bay 
dengan jacuzy bath 
menghadap jendela. Di kamar 
mandi ini dilengkapi dengan 
televisi dan sistem remote 
control untuk pencahayaan di 
setiap ruang, tata udara, 
televisi. Sistem pencahayaan 
di sini dilengkapi dengan 
sistem dimmer. Sistem remote 
control juga terdapat pada 
ruang tidur. Perencanaan 
presidential suite ini ditangani 
Coombs McLaren. 

Secara keseluruhan, interior 
hotel ini menawarkan suasana 
yang lain. Usaha perancang 
menghindari desain yang 


berkesan berat konsisten 
terjaga konsisten. Garis-garis 
yang simpel yang bergaya 
membuat ia berbeda. 


Pelaksanaan interior ini, 
ungkap Coombs, dikerjakan 
oleh 8 kontraktor interior. 
Sebagian besar diberikan pada 
Meditya Kreasi Utama yang 
menangani separuh kamar 
tamu, dan sebagian ruang 
publik, termasuk loose 
furniture. Pekerjaan lain 
diberikan pada PT Talenta - 
Anugrah Utama, PT Intra 
Adhistana, PT Handara Hadi 
Kreasi. ” Walaupun, waktu 
pelaksanaan terbatas kualitas 
yang dicapai sesuai dengan 
standar yang digariskan,” 
kata Coombs yang diiyakan 
Saito.LJ Ratih 


INFORMAS 


Cuplikan dari keputusan Presiden No : 16 tahun 1994 tentang : 


belanja negara 


tusannya No : 16 tahun 1994 telah 

menetapkan tentang pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Dengan berlakunya ketentuan ini mulai 22 
Maret 1994, maka keputusan Presiden No : 
29 tahun 1994 tentang pelaksanaan ang- 
garan pendapatan dan belanja negara be- 
serta seluruh lampirannya, dinyatakan di- 
cabut. 

Pasal 1 keputusan presiden ini menyebut- 

kan, tahun anggaran berlaku dari tanggal 1 
April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 
berikutnya. Anggaran pendapatan dan be- 
lanja negara dalam tahun anggaran men- 
cakup semua penerimaan dan pengeluaran 
anggaran yang selama tahun anggaran: a) 
dimasukkan ke dan/atau dikeluarkan dari 
rekening Kas Negara, b) diperhitungkan an- 
tar bagian anggaran, c) dibukukan pada re- 
kening-rekening tertentu yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan, dan d) diterima 
dan/atau dikeluarkan oleh perwakilan Re- 
publik Indonesia di luar negeri. 
- Jumlah yang dimuat dalam anggaran be- 
lanja negara, menurut pasal 2, merupakan 
batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. 
Dan berdasarkan Undang-undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
ditetapkan rincian lebih lanjut dengan ke- 
putusan Presiden sebagai berikut: a) untuk 
tiap jenis penerimaan anggaran pada sum- 
ber-sumber anggaran rutin dan sumber- 
sumber anggaran pembangunan ke dalam 
tiap-tiap bagian anggaran, b) untuk tiap 
sektor/subsektor dalam anggaran belanja 
rutin ke dalam program, kegiatan dan jenis 
pengeluaran serta ke dalam tiap-tiap bagian 
anggaran, dan c) untuk tiap sektor/subsektor 
dalam anggaran belanja pembangunan ke 
dalam, program dan proyek ke dalam tiap- 
tiap bagian anggaran. 

“Pasal 3 menyebutkan, Menteri Keuangan 
mengatur penyediaan uang untuk mem- 
biayai Anggaran Belanja Negara dalam ba- 
tas-batas pelaksanaan prinsip anggaran 
pendapatan dan belanja negara berimbang. 
Anggaran belanja rutin dibiayai dari peneri- 
maan sumber-sumber anggaran rutin, 
berupa penerimaan anggaran rutin dalam 
negeri dan penerimaan anggaran rutin luar 
negeri. Dan anggaran belanja pembangunan 
dibiayai dari tabungan pemerintah dan 


Pisa Soeharto dalam suatu kepu- 


penerimaan sumber-sumber anggaran pem- 
bangunan berupa nilai lawan bantuan pro- 
gram dan bantuan proyek, bantuan teknis, 
serta bantuan luar negeri lainnya. 


Pasal berikutnya menyebutkan, Lembaga 
Tertinggi/Tinggi negara, kantor menteri 
koordinator, dan kantor menteri negara, de- 
partemen, Kejaksaan Agung, Sekretaris Ne- 
gara dan lembaga pemerintah non-depar- 
temen yang selanjutnya dalam keputusan 
Presiden ini disebut Departemen/Lembaga, 
tidak diperkenankan melakukan tindakan 
yang mengakibatkan beban atas anggaran 
belanja negara, jika dana untuk membiayai 
tindakan itu tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia dalam Anggaran Belanja Negara. 


Departemen/Lembaga tidak diperkenan- 
kan melakukan pengeluaran atas anggaran 
belanja negara untuk tujuan lain dari yang 
ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara, 
demikian ayat (2) pasal ini. 

Pengeluaran atas beban anggaran belanja 
negara, menurut pasal 4 ayat (3), dilakukan 
berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk 
memproleh pembayaran. Pengeluaran atas 
beban anggaran belanja negara, menurut 
ayat berikutnya, dilakukan dengan pener- 
bitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau 
dokumen lain yang diberlakukan sebagai 
SKO. 

Penerimaan Departemen/Lembaga, baik 
dalam maupun luar negeri, adalah pe- 
nerimaan anggaran dan karena itu tidak 
dapat dipergunakan langsung untuk penge- 
luaran, tetapi disetor sepenuhnya dan pada 
waktunya sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9, kecuali penerimaan unit swadana 
dan badan/instansi lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku. Demikian menurut ayat (5) dan ayat 
(6) menyebutkan, komisi, rabat, potongan 
atau penerimaan lain dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai 
dengan uang, baik secara langsung maupun 
tidak langsung sebagai akibat dari penjualan 
dan atau pengadaan barang/jasa termasuk 
tukar-menukar, hibah, penerimaan bunga, 
jasa giro, atau penerimaan lain sebagai 
akibat dari penyimpanan dana anggaran 


' pada bank serta penerimaan dari kegiatan 


lainnya oleh dan/atau untuk negara adalah 
hak negara, dan apabila penerimaan ter- 


Pelaksanaan anggaran pendapatan dan 


sebut berupa uang harus disetor ke rekening 
Kas Negara dan apabila berupa barang men- 
jadi milik negara dan dicatat sebagai inven- 
taris negara. 

Menurut ayat (7) pasal ini, ketentuan yang ' 
ditetapkan oleh Menteri, pimpinan kesekre- 


tariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 
Jaksa Agung, Panitera Mahkamah Agung 
dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non- 
Departemen yang selanjutnya disebut Men- 
teri/Ketua Lembaga, serta keputusan-ke- 
putusan lainnya yang lebih rendah yang 
bertentangan dengan atau tidak sesuai de- 
ngan ayat (5) dan ayat (6) dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 5 menyebutkan, melaksanakan pe- 
ngeluaran anggaran sejauh mungkin di- 
usahakan standardisasi. Dan Menteri/Ketua 
Lembaga yang bersangkutan menetapkan 
peraturan mengenai standardisasi sebagai- 
mana dimaksud itu. Serta, harga standar 
untuk pelbagai jenis barang dan kegiatan 


ditetapkan secara berkala. 


Penerimaan anggaran 

Mengenai penerimaan anggaran, pasal 6 
menyebutkan, Departemen/Lembaga yang 
mempunyai sumber penerimaan anggaran 
selambat-lambatnya pada akhir bulan April 
tahun anggaran bersangkutan, dengan surat 
keputusan menetapkan bendaharawan yang 
diwajibkan menagih, menerima, dan me- 
lakukan penyetoran penerimaan anggaran. 

Pada ayat (2) disebut, Direktorat Jenderal 
Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, bendaharawan, Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/ 
BUMD) dan badan-badan lain yang melaku- 
kan pembayaran untuk barang dan jasa dari 
belanja negara dan/atau belanja daerah di- 
tetapkan sebagai wajib pungut pajak peng- 
hasilan (PPh) dan pajak lainnya sesuai de- 
ngan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Departemen/Lembaga, menurut ayat beri- 
kutnya, wajib: a) mengadakan intensifikasi 
penerimaan anggaran yang menjadi we- 
wenang dan tanggung jawab, baik mengenai 
jumlahnya maupun kecepatan penyetoran- 
nya, b) mengintensifkan penagihan dan 
pemungutan piutang negara, c) melakukan 
penuntutan/pemungutan ganti rugi atas 
kerugian yang diderita oleh negara, d) meng- 
intensifkan pemungutan sewa atau peng- 
gunaan barang-barang milik negara oleh 
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penyewa, e) melakukan penuntutan/pe- 
mungutan denda yang telah diperjanjikan, 
dan f) menentukan sanksi terhadap kelalaian 
pembayaran atas piutang-piutang negara 
tersebut. 

Menteri/Ketua Lembaga menetapkan ba- 
rang-barang jenis tertentu milik negara yang 
dapat dipergunakan oleh pihak ketiga de- 
ngan pembayaran sewa, dan hasil pem- 
bayaran sewa tersebut merupakan peneri- 
maan negara. Demikian menurut ayat (4) 
dan pada ayat berikut disebutkan, Menteri/ 
Ketua Lembaga yang bersangkutan mene- 
tapkan tarif sewa dimaksud, setelah men- 
dapat persetujuan tertulis Menteri Keuang- 
an. Dan ayat penutup pasal ini menyebut- 
kan, Departemen, lembaga, kantor, satuan 
kerja, proyek/bagian proyek yang tidak atau 
tidak sepenuhnya, lambat atau lalai dalam 
melakukan penyetoran ke rekening Kas 
Negara atas penerimaan anggaran yang di- 
terimanya dapat dikenakan tindakan berupa 
diperhitungkannya jumlah yang tidak di- 
setor tersebut dengan jumlah dana yang ter- 
sedia dalam daftar isian kegiatan (DIK) atau 
daftar isian proyek (DIP) atau dokumen lain 
yang disamakan. 

Menurut pasal 7, departemen/lembaga 
menetapkan kebijaksanaan untuk mengada- 
kan pungutan dan/atau menentukan besar- 
nya pungutan setelah mendapat persetujuan 
tertulis Menteri Keuangan. Dan depar- 
temen/lembaga tidak diperkenankan menga- 
dakan pungutan dan/atau tambahan pu- 
ngutan yang tidak tercakup dalam anggaran 
pendapatan dan belanja negara. Juga, peng- 
huni rumah dinas dan/atau rumah negeri di- 
kenakan pembayaran sewa rumah sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat 
persetujuan tertulis Menteri Keuangan. Dan 
untuk penghunian rumah dinas diterbitkan 
surat keputusan penghunian oleh Depar- 
temen/Lembaga/Kepala kantor/kepala satu- 
an kerja yang tembusannya disampaikan 
kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara guna penagihan/pemungutan uang 
sewanya. 


Pasal 8 menyebutkan, departemen, lem- 
baga, kantor, satuan kerja, proyek/bagian 
proyek dan BUMN dalam rangka usaha me- 
ningkatkan penerimaan anggaran pendapat- 
an negara, menyampaikan bahan-bahan ke- 
terangan untuk keperluan perpajakan kepa- 
da Departemen Keuangan untuk perhatian 
Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuang- 
an dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak me- 
netapkan jenis bahan keterangan yang ha- 
rus disampaikan, sebagaimana dimaksud. 


Orang atau badan yang melakukan pe- 
mungutan atau penerimaan uang negara, 
menurut pasal 9, menyetor seluruhnya se- 
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lambat-lambatnya dalam waktu satu hari 
kerja, setelah penerimaannya kepada: a) 
rekening Kas Negarapadabankpemerintah 
atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sebagai bank persepsi atau pada 
giro pos, dan b) rekening pada bank di luar 
negeri atas nama perwakilan Republik In- 
donesia di luar negeri untuk perhatian Men- 
teri Keuangan sepanjang mengenai pene- 


rimaan anggaran di luar negeri dan saldo 


rekening tersebut tiap akhir bulan dipindah- 
bukukan ke rekening Bendaharawan Umum 
Negara pada Bank Indonesia. 

Bendaharawan penerima/penyetor ber- 
kala sebagaimana dimaksud di atas, menye- 
tor seluruh penerimaan anggaran yang telah 
dipungutnya dalam waktu-waktu yang di- 
tentukan, sekurang-kurangnya sekali se- 
minggu. Demikian pula, Direktorat Jenderal 
Anggaran, Direktorat Bea dan Cukai, benda- 
harawan, BUMN/BUMD dan badan-badan 
lainnya sebagaimana disebutkan di atas se- 
bagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) 
dan pajak lainnya, menyetor seluruh pene- 
rimaan pajak yang dipungutnya dalam jang- 
ka waktu sesuai dengan ketentuan yang ber- 
laku. 

Penyetoran-sebagaimana dimaksud di 
atas. dilaksanakan dengan penyetoran ke 
rekening Kas Negara pada bank pemerintah 
atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sebagai bank persepsi atau pada 
Siro pos dengan uang tunai dan/atau cek/ 
siro/yang ditarik sendiri oleh pemungut 
yang bersangkutan. Penyetoran-penyetoran 
tersebut, baru dianggap sah, setelah Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) 
menerima nota kredit yang bersangkutan. 

Bendaharawan penerima/penyetor ber- 
kala dilarang menyimpan uang dalam 
penguasaannya: a) lebih dari batas waktu 
yang telah ditetapkan di atas (ayat (2), dan 
b) atas nama pribadi/instansinya pada suatu 
bank atau pada giro pos. 


"Barang siapa tidak memenuhi ketentuan- 
ketentuan tersebut (ayat 1 sampai ayat 6), 
dikenakan tindakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,” de- 
mikian ayat (7) pasal ini. Ayat berikutnya 
menetapkan, penerimaan anggaran dibuku- 
kan menurut ketentuan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 

Pasal 10 menyebutkan, bendaharawan 
penerima/penyetor berkala selambat-lam- 
batnya pada tanggal 10 tiap bulan menyam- 
paikan pertanggungjawaban kepada Depar- 
temen/Lembaga masing-masing tentang 
penerimaan dan penyetoran penerimaan 
anggaran dalam bulan sebelumnya yang 
menjadi tanggungjawabnya, dan tembusan- 
nya kepada inspektorat jenderal depar- 
temen/unit pengawasan pada lembaga yang 
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bersangkutan serta Kantor Wilayah Direk- 
torat Jenderal Anggaran setempat. Dan ber- 
dasarkan pertanggungjawaban yang di- 
terima dari para bendaharawan penerima/ 
penyetor berkala dalam lingkungan depar- 
temen/lembaga masing-masing, selambat- 
lambatnya pada akhir bulan semua Depar- 
temen/lembaga menyampaikan laporan 
bulanan kepada Departemen Keuangan un- 
tuk perhatian Direktorat Jenderal Anggaran 
mengenai penerimaan anggaran yang di- 
lakukan bendaharawan penerima diling- 
kungannya dalam bulan sebelumnya, se- 
bagai hasil pelaksanaan anggaran penda- 
patan negara yang menjadi tanggungjawab- 
nya. 

Pasal berikutnya menyebutkan, Depar- 
temen Keuangan dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan pembangunan melakukan 
pengawasan atas penerimaan, pembukuan 
dan penyetoran penerimaan anggaran, se- 
bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5), 
(6) dan ayat (7) serta pasal 6, pasal 9 dan 
pasal 10. Demikian pula, Inspektorat jen- 
deral departemen/unit pengawasan pada 
lembaga melakukan pemeriksaan atas pe- 
nerimaan anggaran, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) 
serta pasal 6, pasal 9 dan pasal 10. 


Sisa uang yang harus dipertanggung- 
jawabkan (UYHD) yang terdapat pada tang- 
gal 31 Maret, menurut pasal 12, harus di- 
setorkan kembali ke rekening Kas Negara 
pada bank pemerintah atau bank lainnya 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan se- 
bagai bank persepsi atau pada giro pos, se- 
lambat-lambatnya tanggal 10 April tahun 
anggaran berikutnya. Sisa UYHD yang di- 
setorkan kembali setelah tahun anggaran 
berakhir, merupakan penerimaan anggaran 
dari tahun anggaran yang bersangkutan. 

"Pasal 13 menyebutkan, barang bergerak 
milik negara hanya dapat dimusnahkan'di- 
pindahtangankan, jika dinyatakan dihapus- 
kan berdasarkan ketentuan . perundang- 
undangan yang berlaku karena berlebih atau 
tidak dapat dipergunakan lagi, dan peng- 
hapusan tersebut dilakukan dengan ke- 
putusan menteri/ketua lembaga yang ber- 
sangkutan. Ayat berikutnya menyebutkan, 
barang tidak bergerak milik negara yang 
sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara 
optimal dan efisien untuk menunjang pe- 
laksanaan tugas dan fungsi pokok Depar- 
temen/Lembaga, dapat dihapuskan dengan 
keputusan menteri/ketua lembaga yang ber- 
sangkutan. 

"Tindak lanjut sebagaimana dimaksudkan 
itu (ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasar- 
kan keputusan Menteri Keuangan,” ditegas- 
kan pada ayat (3). Sedangkan, barang tidak 
bergerak milik negara berupa tanah, hanya 


dapat dihapuskan untuk dijual, dipindah- 
tangankan, dipertukarkan, atau dihibahkan 
setelah mendapat persetujuan Presiden ber- 
dasarkan usul Menteri Keuangan.” 

Ayat (5) pasal ini menyebutkan, barang 
bergerak dan tidak bergerak milik negara 
dapat dimanfaatkan dengan cara disewakan, 
dipergunakan dengan cara dibangun, di- 
operasikan dan diserahterimakan berdasar- 
kan keputusan Menteri Keuangan. Dalam 
hal, penjualan barang bergerak atau ba- 
rang tidak bergerak milik negara, harus di- 
lakukan melalui Kantor Lelang Negara, ke- 
cuali apabila Menteri Keuangan telah mem- 
berikan persetujuan tertulis untuk melaku- 
kannya dengan cara lain.” 

Hasil penjualan barang bergerak dan ba- 
rang tidak bergerak tersebut, (ayat (6), me- 
rupakan penerimaan negara dan harus di- 
setor seluruhnya ke rekening Kas Negara. 
Sedangkan, ' pinjam meminjam barang mi- 
lik/kekayaan negara hanya dapat dilaksana- 
kan antar instansi pemerintah, sepanjang 
tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan 
tugas pokok instansi yang bersangkutan.” 


Pengeluaran anggaran 

Pasal 14 menyebutkan, ' pelaksanaan 
anggaran belanja negara didasarkan atas 
prinsip-prinsip sebagai berikut: a) hemat, ti- 
dak mewah, efisien dan sesuai dengan ke- 
butuhan teknis yang disyaratkan, b) terarah 
dan terkendali sesuai dengan rencana, pro- 
gram/kegiatan serta fungsi setiap departe- 
men/lembaga, dan c) semaksimal mungkin 
menggunakan hasil produksi dalam negeri 
dengan memperhatikan kemampuan/poten- 
si nasional. 

Dana anggaran yang diperlukan untuk 
membiayai pengeluaran, menurut pasal 15, 
disediakan dengan penerbitan SKO. Dan DIK 
dan DIP atau dokumen lain yang dipersama- 
kan berlaku sebagai SKO. Sedangkan, ' SKO 
berlaku sampai dengan akhir tahun ang- 
garan,” demikian disebutkan dalam ayat (2). 


Dari ketentuan sebagaimana disebut ter- 
akhir (ayat (3), dikecualikan surat-surat 
keputusan yang didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan yang berlaku umum 
bagi pegawai negeri. 

Menteri Keuangan/Lembaga yang me- 
nguasai bagian anggaran, menurut pasal 16, 
mempunyai wewenang otorisasi, dan pada 
setiap awal tahun anggaran, Menteri/Ketua 
Lembaga tersebut menetapkan pejabat: a) 
yang diberi wewenanguntuk menandatanga- 
niSKO, b)sebagaiatasanlangsung bendaha- 
rawan, dan c) sebagai bendaharawan. 

Pelaksanaan ketentuan tersebut (ayat (1), 
pada Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara di- 
lakukan oleh Sekretaris Jenderal/pimpinan 
kesekretariatan yang bersangkutan/Panitera 


Mahkamah Agung. Dalam penetapan pe- 
jabat dimaksud (ayat (1) dan (2), diperhati- 
kan larangan perangkapan jabatan antara 
kepala kantor/pemimpin proyek/bagian pro- 
yek/kepala biro keuangan dengan bendaha- 
rawan proyek/bendaharawan bagian pro- 
yek. 

Dalam hal bendaharawan sebagaimana di- 
maksud ayat (1) belum ditunjuk maka KPKN 
dilarang melakukan pembayaran, kecuali 
untuk belanja pegawai. Ayat berikutnya 
menyebutkan, Kepala kantor/satuan kerja 
selambat-lambatnya pada akhir bulan April 
tahun anggaran bersangkutan menetapkan 
pejabat yang ditunjuk sebagai pembuat 
daftar gaji, dengan ketentuan a) Penunjukan 
pembuat daftar gaji dilakukan dengan surat 
keputusan oleh kepada kantor yang bersang- 
kutan atas nama Menteri/Ketua Lembaga 
dan surat keputusan penunjukan tersebut 
dan contoh (specimen) tanda tangan pem- 
buat daftar gaji disampaikan kepada KPKN, 
b) Dalam hal tidak ada penggantian pembuat 
daftar gaji, maka penetapan kembali pejabat 
ini dilakukan dengan surat pemberitahuan 
oleh kepala kantor, dan c) Jabatan pembuat 
daftar gaji tidak boleh dirangkap oleh kepala 
kantor atau bendaharawan. 


Pembayaran atas beban anggaran belanja 
negara, menurut pasal 17, dilakukan: a) se- 
bagai pembayaran langsung kepada yang 
berhak, atau b) melalui penyediaan UYHL. 


Pembayaran langsung sebagaimana di- 
maksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan: 
a) untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan 
barang/jasa termasuk pengadaan barang dan 
bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan 
sendiri (swakelola) yang nilainya di atas Rp 
10 juta, baik mengenai anggaran belanja 
rutin maupun anggaran belanja pembangun- 
an, b) untuk subsidi dan bantuan, subsidi/ 
perimbangan keuangan, serta angguran dan 
bunga hutang, dan c) melalui bendaharawan 
untuk belanja pegawai dan uang pesangon 
perjalanan dinas. 


Pembayaran melalui penyediaan UYHD 
—sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 
dapat dilakukan untuk: a) pengadaan ba- 
rang/jasa sampai dengan nilai Rp 10 juta 
untuk tiap jenis barang/tiap rekanan, b) ke- 
perluan lain dari yang dimaksud dalam ayat 
(2) huruf b dan c, dan c) biaya keperluan 
perwakilan Republik Indonesia di luar ne- 
geri. 


Perubahan batas jumlah sebagaimana di- 
sebutkan itu (ayat (2) huruf a dan ayat (3) 
huruf a, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Pasal 18 menyebutkan, untuk memproleh 
pembayaran, bendaharawan rutin/benda- 
harawan proyek mengajukan surat permin- 


taan pembayaran rutin (SPPR)/surat per- 
mintaan pembayaran pembangunan (SPPP) 
kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara (KPKN). 


Pengajuan SPPR/SPPP untuk pembayaran 
langsung (SPP-LS), harus disertai dengan 
bukti yang sah dan diajukan selambat-lam- 
batnya dalam waktu tiga hari kerja, setelah 
diterimanya tagihan yang memenuhi syarat 
dari pihak penagih. 


Adapun bukti yang syah sebagaimana 
dimaksud di.atas, adalah: a) Surat Perintah 
Kerja (SPK Ykontrak pengadaan barang dan 
jasa, b) kuitansi, c) berita acara prestasi pe- 
kerjaan/penyerahan barang, dan d) surat 
pernyataan dari Kepala kantor/satuan ker- 
ja/pemimpin proyek/bagian proyek bahwa 
penetapan rekanan yang bersangkutan telah 
dilakukan (melalui pelelangan umum, pe- 
lelangan terbatas, atau pemilihan langsung) 
menurut ketentuan yang berlaku untuk 
pekerjaan/pembelian barang di atas Rp 
15 juta. 


Dalam hal SPP-LS tidak berkaitan dengan 
SPK dan/atau surat perjanjian kontrak, maka 
bukti yang sah adalah dokumen, seba- 
gaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b 
dan c. 

Adapun SPPR/SPPP untuk penyediaan 
dana UYHD terdiri dari: 1) SPP Penyediaan 
Dana UYHD (SPP-DU), 2) SPP Penggantian 
Dana UYHD (SPP-GU), dan 3) SPP Tambah- 


an Dana UYHD (SPP-TU). Dan tata cara 


pengajuan SPP-DU, SPP-GU dan SPP-TU ke 
KPKN termasuk pengaturan batas tertinggi 
penyediaan dana UYHD ditetapkan Menteri 
Keuangan. 


Pengajuan SPP-GU itu, menurut ayat (7) 
pasal ini, harus disertai dengan bukti yang 
sah yang terdiri atas: a) SPK/Kontrak penga- 
daan barang dan jasa, b) kuitansi, c) berita 
acara prestasi pekerjaan/penyerahan ba- 
rang, dan d) Surat pernyataan dari kepala 
kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/ba- 
gian proyek bahwa penetapan rekanan ber- 
sangkutan telah dilakukan (melalui pele- 
langan umum, pelelangan terbatas, atau pe- 
milihan langsung) menurut ketentuan yang 
berlaku untuk pekerjaan/pembelian barang 
di atas Rp 15 juta. 


Dalam hal SPP-GU tidak berkaitan dengan 
SPK dan/atau surat perjanjian/kontrak, 
maka bukti yang sah adalah dokumen se- 
bagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf 
b dan c. Dan SPPR/SPPP dan tiap bukti 
pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu 
oleh: a) kepala kantor/satuan kerja atau 
atasan langsung/pejabat yang ditunjuknya 
yang bukan bendaharawan, dan b) pemim- 
pin proyek atau pemimpin bagian proyek 
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Pelaksanaan pengadaan 


barang/jasa 


Menurut pasal 19, KPKN melakukan pem- 
bayaran atas dasar: a) SKO atau DIK/DIP 
atau dokumen yang dipersamakan yang di- 
terimanya dari Menteri Keuangan dalam hal 
ini Direktur Jenderal Anggaran, dan b) 
SPPR/SPPP sesuai dengan maksud dan 
jumlah dana yang disediakan dalam SKO 
atau DIK/DIP atau dokumen yang diper- 
samakan. 


KPKN menerbitkan surat perintah mem-. 


bayar (SPM) dalam waktu selambat-lambat- 
nya duahari kerja untuk anggaran rutin dan 
satuhari kerja untuk anggaran pembangun- 
an setelah diterimanya SPPR/SPPP disertai 
bahan-bahan yang memenuhi syarat se- 
bagaimana dimaksud dalam pasal 18, dan 
SPM berlaku sampai akhir tahun anggaran. 
Demikian disebutkan dalam ayat (2) dan 
ayat berikut menyebutkan, dalam hal KPKN 
menolak untuk membayar SPPR/SPPP, 
maka KPKN harus menyatakan secara ter- 
tulis alasan penolakan tersebut kepada 
bendaharawan yang bersangkutan selam- 


bat-lambatnya satuhari kerja setelah di- 
terimanya SPPR/SPPP. 


Pada ayat (4) disebutkan, dalam melaku- 
kan pembayaran UYHD, KPKN mengadakan 
perhitungan atas penerimaan anggaran 
dan/atau sisa UYHD pada akhir tahun 
anggaran yang lalu sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 6 ayat (6) yang belum disetor- 
kan ke rekening Kas Negara. ''KPKN dapat 
melakukan pembayaran untuk kantor/ 
satuan kerja/proyek/bagian proyek di luar 
wilayah pembayarannya, setelah menerima 
surat kuasa dari KPKN yang bersangkutan 
dan SPPR/SPPP dari pejabat yang diberi 
kuasa,'' demikian dinyatakan dalam ayat 
(5). 

Pasal 20 menyebutkan, bendaharawan 
harus menyimpan UYHD pada bank peme- 
rintah atau giro pos, dan setiap penarikan 
dana dari bank pemerintah atau pada giro 
pos harus ditandatangani oleh kepala 
kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pe- 
mimpin bagian proyek atau pejabat yang di- 
tunjuk, bersama dengan bendaharawan 
yang bersangkutan. 

Menurut ayat (2) pasal ini, untuk keperlu- 
an pembayaran tunai sehari-hari, setiap 
bendaharawan rutin, bendaharawan pro- 
yek/bagian proyek, bendaharawan peme- 
gang uang muka cabang (PUMC) diizinkan 
mempunyai persediaan uang tunai hingga 
setinggi-tingginya sebesar Rp 10 juta. 
Perubahan atas batas jumlah tersebut, di- 
tetapkan Menteri Keuangan. Ayat berikut- 
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nya menyebutkan, apabila dalam SPPR/ 
SPPP pengganti dana UYHD (SPPGU) ter- 
dapat jumlah pengeluaran yang tidak dapat 
disahkan oleh KPKN, maka jumlah tersebut 
merupakan saldo/tambahan saldo UYHD 
pada bendaharawan. 

” Departemen/Lembaga yang bersangkut- 
an wajib mengambil langkah-langkah se- 
penuhnya untuk penyelesaian SPPR/SPPP 
penggantian UYHD yang tidak dapat disah- 
kan oleh KPKN tersebut, "demikian ayat (5) 
pasal ini. Dan ayat berikutnya menyebut- 
kan, apabila pada bendaharawan terdapat 
UYHDj/sisa UYHD yang tidak dipergunakan 
lagi untuk pelaksanaan kegiatan/proyek 
maka dana/sisa tersebut paling lambat 
sepuluh hari kerja, setelah kegiatan/proyek 
selesai harus sudah disetorkan kepada 
rekening Kas Negara. 

Menurut pasal 21, pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dapat dilakukan melalui: a) pe- 
lelangan umum, b) pelelangan terbatas, c) 
pemilihan langsung, dan d) pengadaan 
langsung. 

Pelelangan umum, adalah pelelangan 
yang dilakukan secara terbuka dengan 
pengumuman secara luas melalui media 
massa, media cetak, dan papan pengumum- 


an resmi untuk penerangan umum, sehingga 


masyarakat luas/dunia usaha yang berminat 
dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti- 
nya. Demikian menurut ayat (2) pasal ini 
dan ayat berikutnya menyebutkan, pele- 
langan terbatas adalah pelelangan untuk 
pekerjaan. tertentu yang diikuti oleh se- 
kurang-kurangnya lima rekanan yang ter- 
cantum dalam daftar rekanan terseleksi 
(DRT) yang dipilih di antara rekanan yang 
tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) 
sesuai dengan bidang usaha atau ruang ling- 
kupnya atau kualifikasi kemampuannya, 
dengan pengumuman secara luas, melalui 
media massa, media cetak, dan papan pe- 
ngumuman resmi untuk penerangan umum 
sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat 
mengetahuinya. 


Ayat (4) pasal ini menyebutkan, pemilihan 
langsung adalah pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa tanpa melalui pelelangan umum 
atau pelelangan terbatas, yang dilakukan 
dengan membandingkan sekurang-kurang- 
nya tiga penawar dan melakukan negosiasi, 
baik teknis maupun harga, sehingga diper- 
oleh harga yang wajar dan yang secara 
teknis dapat dipertanggungjawabkan dari 
rekanan yang tercatat dalam DRM sesuai 
dengan bidang usaha, ruang lingkup, atau 
kualifikasi kemampuannya. Menurut ayat 
berikutnya, pengadaan langsung adalah 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
dilakukan di antara rekanan .golongan 
ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan 


umum atau pelelangan terbatas atau pe- 
milihan langsung. | 

Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin 
proyek/bagian proyek, menurut ayat (6), 
wajib memiliki perkiraan harga yang dikal- 
kulasikan secara keahlian yang digunakan 
sebagai acuan sebelum melakukan pengada- 
an barang/jasa, dan apabila terdapat per- 
bedaan antara perkiraan harga yang dikal- 
kulasikan secara keahlian dan harga yang 
akan dipilih, maka harus melakukan analisis 
secara tertulis. 

Ayat (7) menyebutkan, pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa oleh kantor/satuan 
kerja/proyek/bagian proyek yang berjumlah: 
a) sampai dengan Rp 5 juta, dilakukan secara 
pengadaan langsung diantara rekanan go- 
longan ekonomi lemah, b) diatas Rp 5 juta 
sampai dengan Rp 15 juta, dilakukan secara 
pengadaan langsung dengan SPK dari satu 
penawar rekanan golongan ekonomi lemah 
yang tercantum dalam daftar rekanan eko- 
nomi yang lemah yang disusun oleh Bupati 
Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya, c) 
diatas Rp 15 juta sampai dengan Rp 50 juta, 
dilakukan berdasarkan pemilihan langsung 
dengan SPK atau surat perjanjian/kontrak 
yang dilakukan dengan membandingkan 
sekurang-kurangnya tiga penawar golongan 
ekonomi lemah yang tercatat dalam DRM 
dan melakukan negosiasi, baik teknis mau- 
pun harga, sehingga diperoleh harga yang 
wajar dan yang secara teknis dapat diper- 
tanggungjawabkan, dan d) di atas Rp 50 juta 
dilaksanakan dengan surat perjanjian/kon- 
trak berdasarkan pelelangan umum atau pe- 
lelangan terbatas. 


Perubahan atas batas jumlah tersebut, 
menurut ayat (8), dilakukan oleh Menteri 
Keuangan. 

Ayat 9 menyebutkan, pelaksanaan pele- 
langan dilakukan secara terbuka sebagai 
berikut: 

. a) Untuk pelelangan umum, kepala kan- 
tor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian 


proyek: i) menyampaikan pengumuman 


secara luas melalui media massa, media 
cetak dan papan pengumuman resmi untuk 
penerangan umum sehingga masyarakat 
luas/dunia usaha dapat mengetahuinya, dan 
ii) memberikan penjelasan kepada para 
rekanan yang berminat dan memenuhi kua- 
lifikasi. 

b) Untuk pelelangan terbatas, kepala kan- 
tor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian 
proyek: i) menyampaikan pengumuman se- 
cara luas melalui media massa, media cetak 
dan papan pengumuman resmi untuk pene- 
rangan umum sehingga masyarakat luas, 
dunia usaha dapat mengetahuinya, dan ii) 
memberikan penjelasan kepada para re- 
kanan yang tercantum dalam DRT. 


c) Kepada Kamar Dagang dan Industri 
Indonesia (KADIN) dan asosiasi profesi yang 
terkait, diberikan penjelasan, baik pada 
pelelangan umum maupun pada pelelangan 
terbatas. 


Pengumuman penyelenggaraan pelelang- 
an umum dan pelelangan terbatas dilakukan 
dalam jangka waktu yang memungkinkan 
para rekanan mempersiapkan persyaratan 
yang diperlukan untuk mengikuti pelelang- 
an. Demikian menurut ayat (10) dan ayat 
berikutnya menyebutkan, pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa tersebut (ayat (7) 
dilakukan dengan memperhatikan ketentu- 
an dalam lampiran I, II dan III keputusan 
Presiden ini. 


Pada dokumen penawaran untuk pelak- 
sanaan pengadaan barang/jasa dilampirkan 
rekaman (fotokopi) ketetapan nomor pokok 
wajib pajak (NPWP), demikian ayat (12) dan 
ayat berikutnya, jumlah pembayaran ke- 


pada rekanan dilakukan sesuai dengan pe- 
laksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan 
melebihi prestasi pekerjaan yang diselesai- 
kan/jumlah barang yang diserahkan. 

Pembayaran pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa melalui SPK atau surat perjanji- 
an/kontrak, menurut ayat (14), dilakukan 
atas dasar berita acara yang menyatakan 
bahwa penyerahan barang/jasa atau prestasi 
pekerjaan telah diselesaikan dengan SPK 
atau surat perjanjian/kontrak bersangkutan. 
Ayat terakhir pasal ini ditutup dengan 
menyebutkan, berita acara tersebut disah- 
kan oleh instansi/Pemerintah yang ber- 
wenang, baik instansi tingkat pusat maupun 
tingkat daerah, dan dilampirkan pada 
SPPR/SPPP yang diajukan kepada KPKN, 
dan berita acara tersebut diselesaikan se- 
lambat-lambatnya dalam waktu enamhari 
kerja, setelah diterimanya permintaan untuk 
pemeriksaan dari rekanan yang bersangkut- 
an. (bersambung) 


Pedoman pinjam pakai 


kawasan hutan 


enteri Kehutanan— Djamaludin 
| \ | | Suryohadikusumo dalam suatu ke- 
putusannya No: 55/Kpts-11/1994 
telah menetapkan tentang pedoman pinjam 
pakai kawasan hutan. Keputusan yang mulai 
berlaku pada tanggal 7 Pebruari 1994 ini 
pada pasal 2 menyebutkan, pinjam pakai 
kawasan hutan dapat dilaksanakan atas 
dasar persetujuan Menteri Kehutanan. Dan 
pinjam pakai tersebut bertujuan untuk: a) 
Membatasi dan mengatur penggunaan se- 
bagai kawasan hutan untuk kepentingan 
umum terbatas atau kepentingan pemba- 
ngunan lainnya di luar sektor kehutanan 
tanpa mengubah status, fungsi dan per- 
untukannya, dan b) Menghindarkan terjadi- 
nya enclave di dalam kawasan hutan. 
"Pinjam pakai kawasan hutan, merupa- 
kan penggunaan kawasan hutan yang ber- 
sifat sementara,” demikian disebutkan 
dalam pasal 4. Pasal berikutnya menyebut- 
kan, pinjam pakai kawasan tersebut, dapat 
berbentuk pinjam pakai tanpa kompensasi 
atau pinjam pakai dengan kompensasi. 
Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kom- 
pensasi, hanya dapat diberikan untuk 
kepentingan umum secara terbatas dan per- 
tahanan keamanan nasional yang dilaksana- 
kan oleh instansi pemerintah. Sedangkan, 
pinjam pakai kawasan hutan dengan kom- 
pensasi, dapat diberikan untuk kegiatan 
pembangunan yang bersifat komersial yang 


dilaksanakan oleh instansi pemerintah, 
BUMN, BUMD, Koperasi atau perusahaan 


swasta. 
Menyimpang dari ketentuan tersebut, 


maka untuk wilayah propinsi yang luas 


kawasan hutannya kurang dari 30 persen 
dari daratan propinsi yang bersangkutan, 
berlaku pinjam pakai dengan kompensasi. 
Dalam hal, pinjam pakai kawasan hutan 
untuk kegiatan pertambangan dan energi 
diatur dalam ketentuan tersendiri. 

. Adapun yang dimaksud dengan pinjam 
pakai kawasan hutan, menurut keputusan 
ini, adalah penyerahan penggunaan atas 
sebagian kawasan hutan, baik yang telah 
ditunjuk maupun yang telah ditetapkan 
kepada pihak lain untuk kepentingan pem- 
bangunan di luar sektor kehutanan, tanpa 
mengubah status, peruntukan dan fungsi 
kawasan hutan tersebut. 

Demikian pula, pinjam pakai kawasan 
hutan dengan kompensasi adalah pinjam 
pakai atas sebagian kawasan hutan, baik 
yang telah ditunjuk maupun yang telah 
ditetapkan dengan membebani peminjam 
untuk menyediakan dan menyerahkan 


tanah bukan kawasan hutan kepada De- 


partemen Kehutanan untuk dijadikan 
kawasan hutan. 

Yang dimaksud dengan kepentingan 
umum terbatas, adalah kepentingan seluruh 
lapisan masyarakat yang pelaksanaan ke- 


giatan pembangunannya dilakukan dan 
dimiliki oleh instansi pemerintah serta tidak 
digunakan untuk mencari keuntungan, 
untuk keperluan pembuatan jalan umum, 
saluran pembuangan air, saluran pengairan, 
fasilitas pemakaman umum, fasilitas ke- 
selamatan umum, repeater telekomunikasi, 
stasiun-stasiun pemancar radio, stasiun 
relay, bak penampung dan pipa saluran air 
bersih. 

"Clear dan Clean adalah kondisi calon: 
tanah kompensasi yang telah jelas status- 
nya, bebas dari semua jenis pembebanan 
(pemilikan/penguasaan, hipotek dan seng- 
keta),” demikian pasal 1 ayat (4). 


Yang dapat dipinjam 
pakaikan 


Pasal 9 menyebutkan, pada dasarnya 
hanya kawasan hutan produksi yang dapat 
diserahkan penggunaannya kepada pihak 
lain dengan cara pinjam pakai. Dan kawasan 
hutan, selain hutan produksi, hanya dapat 
dipinjam pakaikan kepada pihak lain, bila 
akan dipergunakan untuk kepentingan 
umum terbatas. 

Mengenai tata cara pengajuan permohon- 
an, pasal 10 menyebutkan, permohonan 
pinjam pakai kawasan hutan tersebut, di- 
ajukan kepada Menteri Kehutanan melalui: 
a) Kepala Kantor Wilayah Departemen Ke- 
hutanan Propinsi setempat, sepanjang 
menyangkut areal di luar wilayah kerja 
Perum Perhutani, dengan tembusan kepada 


. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I 


atau Kepala UPT yang bersangkutan, dan b) 
Direktur Utama Perum Perhutani atau 
Kepala Unit Perum Perhutani sepanjang 
menyangkut wilayah kerja Perum Per- 
hutani, dengan tembusan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kehutanan 
Propinsi setempat. 

Permohonan tersebut dilampiri dengan: a) 
Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang 
dimohon, b) Rencana Penggunaan dan 
rencana kerja, c) Rekomendasi Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I setempat, dan d) 
Pernyataan kesanggupan untuk menang- 
gung seluruh biaya sehubungan .dengan 
permohonan tersebut. 

Apabila permohonan disetujui dengan 
cara pinjam pakai tanpa kompensasi, sesuai 
pasal 14, maka pemohon dibebani kewajib- 
an: a) membayar ganti rugi nilai tegakan atas 
hutan tanaman atau pungutan berupa IHH 
dan RD atas tegakan hutan alam, b) menang: 
gung biaya pengukuran, pemetaan dan pe- 
mancangan tanda batas atas kawasan hutan 
yang dipinjam, c) menanggung biaya re- 
boisasi dan reklamasi atas kawasan hutan 
yang dipinjam, d) membuat dan menanda- 
tangani perjanjian pinjam pakai, e) mem- 
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bantu menjaga keamanan di dalam dan di 
sekitar kawasan hutan yang dipinjam, dan 
f) memberikan kemudahan bagi aparat 
Kehutanan baik pusat maupun daerah se- 
waktu melakukan pengawasan di lapangan. 

Begitu juga, apabila permohonan disetujui 
dengan cara pinjam pakai dengan kompen- 
sasi, maka pemohon dibebani kewajiban: a) 
membayar ganti rugi nilai tegakan atas hu- 
tan tanaman atau pungutan berupa IHH dan 
DR atas tegakan hutan alam, b) menanggung 
biaya pengukuran, pemetaan, dan peman- 
cangan tanda batas atas kawasan hutan 
yang dipinjam, c) mereklamasi kawasan 
hutan yang telah dipergunakan tanpa me- 
nunggu berakhirnya kegiatan, d) untuk 
pinjam pakai dengan kompensasi menyedia- 
kan dan menyerahkan tanah lain kepada 
Departemen Kehutanan yang "clear and 
clean” sebagai kompensasi atas kawasan 
hutan yang dipinjam, e) menanggung biaya 
penataan batas atas tanah kompensasi, f) 
menanggung biaya reboisasi atas lahan kom- 
pensasi, g) membuat dan menandatangani 
perjanjian pinjam pakai, h) membantu men- 
jaga keamanan di dalam dan di sekitar ka- 
wasan hutan yang dipinjam, dan i) mem- 
berikan kemudahan bagi aparat Kehutanan 
sewaktu melakukan pengawasan di la- 
pangan. 

Dalam hal tegakan tersebut, menurut pa- 
sal ini juga, diberikan kepada pemegang Izin 
` Pemanfaatan Kayu maka pemegang Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK) berkewajiban 
membayar IHH dan DR— sebagaimana di- 
sebutkan diatas (huruf-a) sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Kegiatan penggunaan kawasan hutan di 
lapangan baru dapat dilakukan setelah 
pemohon memenuhi kewajiban yang telah 
ditetapkan,” demikian dinyatakan dalam 
pasal 15. 


Jangka waktu izin 
pinjam pakai 


Pasal 16 menyebutkan, besarnya ratio 


pinjam pakai kawasan hutan dengan kom- 
pensasi ditetapkan sebagai berikut: a) Untuk 
keperluan pembangunan yang menyangkut 
kepentingan umum terbatas — sebagaimana 
dimaksud diatas (pasal 7) dan untuk kegiatan 
yang bersifat komersial oleh BUMN, BUMD 
atau Koperasi minimal adalah 1 : 1, dan b) 
Untuk keperluan kegiatan pembangunan 
yang dilakukan oleh perusahaan swasta 
minimal adalah 1 : 2. 

Perjanjian Pinjam Pakai kawasan hutan 
tanpa kompensasi atau dengan kompensasi, 
menurut pasal 17, dibuat dan ditanda- 
tangani oleh pemohon bersama: a) Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kehutanan se- 
tempat untuk kawasan hutan di luar kerja 
Perum Perhutani, dan b) Direktur Utama 
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Perum Perhutani untuk wilayah kerja Perum 
Perhutani. 

Perjanjian pinjam pakai tanpa kompensasi 
dan atau perjanjian pinjam pakai dengan 
kompensasi diberikan maksima! untuk 
jangka waktu lima tahun, terhitung sejak 
ditandatangani perjanjian pinjam pakai dan 
dapat diperpanjang. 


Adapun permohonan perpanjangan pin- 


jam pakai kawasan hutan itu, menurut pasal 
19, diajukan kepada kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehutanan dan atau Direktur 
Utama Perum Perhutani, dan tembusannya 
disampaikan kepada Menteri Kehutanan. 
Permohonan perpanjangan ini, baru dapat 
dipertimbangkan setelah diadakan evaluasi 
atas penerapan perjanjian pinjam pakai ter- 
sebut. Dan biaya untuk melaksanakan ke- 
giatan evaluasi tersebut dibebankan kepada 
pemohon. 


Adapun wewenang untuk menerbitkan 
izin-perpanjangan pinjam pakai kawasan 
hutan khusus untuk kepentingan umum ter- 
batas diberikan oleh: a) Direktur Utama 
Perum Perhutani untuk wilayah kerja Perum 
Perhutani, dan b) Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehutanan untuk kawasan 
hutan yang bukan wilayah kerja Perum Per- 
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hutani. Sedangkan wewenang untuk me- 
nerbitkan izin perpanjangan pinjam pakai 
kawasan hutan bukan untuk kepentingan 
umum terbatas dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan. 

Penggunaan kawasan hutan dengan cara 
pinjam pakai berakhir, menurut pasal 20, 
karena tenggang waktu pinjam pakai ber- 
akhir atau karena dibatalkan oleh Menteri 
Kehutanan. Adapun pembatalan yang di- 
sebut terakhir terjadi karena pemegang izin 
pinjam pakai: a) tidak menggunakan ka- 
wasan hutan tersebut sesuai dengan ke- 
tentuan yang tercantum dalam surat per- 
setujuan dan atau perjanjian pinjam pakai, 
b) memindah-tangankan kawasan hutan 
yang dipinjam kepada pihak lain tanpa per- 
setujuan Menteri, c) tidak memenuhi ke- 
wajibannya pada waktu yang telah ditentu- 
kan sebagaimana tertera dalam surat per- 
setujuan dan atau perjanjian pinjam pakai 
yang telah dibuat dan ditandatangani oleh 
bersangkutan, dan d) meninggalkan ka- 
wasan hutan yang dipinjam sebelum per- 
janjian pinjam pakai berakhir. 

Demikian antara lain ketentuan Menteri 
Kehutanan dan ketentuan-ketentuan lain 
yang mengatur tentang pinjam pakai ka- 
wasan hutan dinyatakan tidak berlaku. 


Masyarakat menuntut tingkat 
pelayanan yang kian tinggi 


elum lama ini ketika membuka Raker 
Badan Pertanahan Nasional, Presi- 


den Soeharto telah menyoroti masa- 
lah penguasaan atau pemilikan tanah di 
daerah perkotaan. Dalam kesempatan itu 
Presiden menegaskan, keharusan mem- 
batasi penguasaan serta pemilikan tanah 
melalui perundangan, guna mewujudkan 
penyebaran pemilikan tanah oleh masyara- 
kat. Pembatasan pemilikan tanah itu oleh 
Kepala Negara dianggap perlu dilakukan, 
terutama untuk menghindari penumpukan 
pemilikan tanah oleh satu tangan atau 
golongan. 

Dalam kesempatan lain, Pemerintah juga 
akan menyempurnakan Keppres No.29 
tahun 1984. Penyempurnaan Keppres itu 
selain menyangkut penyempurnaan tender, 
juga akan mengatur masalah pengalihan 
tanah negara kepada pihak lain. Jika penga- 
lihan benda bergerak berupa tanah milik 
negara selama ini dilakukan oleh Menteri 
Keuangan, sekarang langsung ditetapkan 
oleh Presiden. 

Kedua contoh diatas menggambarkan, 


betapa masalah tanah dianggap semakin 
penting dan rumit sehingga mendapat per- 
hatian khusus dari Pemerintah. Memang 
seperti diakui Menteri PU Ir. Radinal Mooch- 
tar dalam tatap muka dengan wartawan di 
Jakarta belum lama ini, masalah tanah akan 
menjadi masalah yang paling berat yang 
akan dihadapi Departemen PU dalam pelak- 
sanaan Pelita VI, disamping masalah dana. 


Masalah tanah akan tetap menonjol ka- 
rena, menurut Menteri PU, semua pem- 
bangunan dilakukan diatas tanah. Sebab itu, 
untuk membangun prasarana di bidang ke- 
PU-an perlu memerlukan tanah yang se- 
belumnya harus dibebaskan dari pemilik- 
nya, karena semua tanah di Indonesia ada 
pemiliknya. Bahkan di Irian-pun, masalah 
tanah untuk keperluan pembangunan tidak 
mudah dipecahkan. Karena disana ada 
aturan yang menyatakan bahwa tanah yang 
menjadi hak suku adalah sepanjang mata 
melihat. ° Tentunya aturan itu dikaitkan 
dengan daerah kawasan berburu suku-suku 
disana,” kata Menteri PU. 


yea 


Sea aa ea aa 


Perlu alternative solution 

Kendala lain yang akan dihadapi adalah 
dana pembangunan yang kian terbatas. Baik 
yang bersumber dari dalam negeri maupun 
luar negeri. Sementara kebutuhan akan 
dana pembangunan kian meningkat. ' Na- 
mun dari sekarang kita sudah aware. Untuk 
memecahkan hal itu perlu alternative solu- 
tion. Bisa dilakukan melalui pembangunan 
bertahap maupun dengan pola-pola lain, 
akan tetapi tetap harus bisa meningkatkan 
manfaatnya. Oleh karena itu personil-per- 
sonil PU yang bertugas di depan harus selalu 
mempunyai sikap profesional. Sehingga 
meskipun dengan dana terbatas, masih bisa 
berbuat hal-hal yang bermanfaat bagi ma- 
syarakat,” ujarnya. 

"Dengan mengetahui bahwa dana pem- 
bangunan semakin terbatas, kita harus ber- 
fikir mulai dari tahap pemikiran, tahap de- 
sain sampai pelaksanaan untuk bisa meng- 
efisienkan penggunaan dana sebaik mungkin 
namun out put-nya tetap optimal. ” Hal itu 
bisa dicapai antara lain dengan cara meng- 
evaluasi atau melihat kekurangan yang lalu 
untuk diperbaiki. Bukan berarti apa yang 
telah kita capai di masa lalu itu, kurang baik. 
Tidak. Karena apa yang telah kita capai ada- 
lah hasil masa lalu. Apa yang kita perbuat 
di masa lalu adalah bagian dari kegiatan kita. 
Mungkin setelah kita evaluasi ada celah- 
celah yang masih kita perbaiki guna per- 
baikan langkah kita selanjutnya,” katanya 
pula 


Lebih lanjut Menteri PU mengemukakan, 
bahwa meskipun dana itu sangat diperlukan 
bagi pembangunan, namun ada satu hal 
yang juga perlu mendapat perhatian. Yaitu 
bahwa makin lama masyarakat menuntut 
tingkat kemampuan pelayanan yang kian 
tinggi. Sebagai gambaran, sebelum ada jalan 
tol waktu tempuh Jakarta - Bandung rata- 
rata 4 jam. Setelah ada jalan tol Jakarta - 
Cikampek, orang bisa ke Bandung lewat Pur- 
wakarta dengan waktu tempuh 3 jam. Te- 
tapi masyarakat masih menuntut, agar 
waktu tempuh bisa dipercepat lagi. 


Untuk bisa memenuhi tuntutan masyara- 
kat yang kian meningkat itu, menurut Ra- 
dinal, dibutuhkan tenaga-tenaga yang lebih 
trampil untuk dapat langsung bisa menang- 
gapi kebutuhan masyarakat baik dengan 
pola apapun. ' Tetapi kalau manusianya ti- 
dak profesional sehingga tidak dapat cepat 
menanggapi keinginan masyarakat akan 
Sulit. Atau karena dananya berkurang lantas 
tidak bisa kerja ya ndak bisa,” tegasnya. 
Atas dasar itulah, tegasnya lagi, dalam Pelita 
VI Departemen PU harus bisa mempunyai 
tenaga-tenaga yang mampu menanggapi 
masalah yang timbul. Misalnya saja, pada 


suatu daerah tidak ada bahan untuk jem- 
batan besi, kalau perlu dibuat jembatan dari 
kayu. Akan tetapi tetap harus direncanakan 
secara profesional sehingga mampu ber- 
tahan dalam waktu tertentu. Sebab pe- 
menuhan tuntutan masyarakat yang kian 
meningkat tidak bisa ditunda. Misalnya lagi, 
ujar Radinal, jika ada satu daerah yang bu- 
tuh pompa irigasi tetapi daerah itu tidak ada 
listrik, mungkin bisa dipenuhi dengan me- 
ngembangkan sumber tenaga matahari atau 
angin. Hal-hal semacam ini yang nantinya 
kita tumbuhkan. 

Namun apakah sikap-sikap inovatif itu bisa 
ditanggapi secara fleksibel oleh lembaga ke- 
uangan baik dari luar negeri?. Pertanyaan 
yang dilontarkan oleh salah seorang warta- 
wan itu dijawab, bahwa biasanya pekerjaan 


yang ditangani dengan sikap inovatif itu 
menggunakan tahap perintisan. Baru se- 
telah mantap penanganannya lembaga ke- 
uangan itu percaya dan mau memberikan 
dananya. ''Memang biasanya lembaga ke- 
uangan luar negeri agak bersikap konservatif. 
Akan tetapi jika kita bisa membuktikan hasil- 
nya biasanyamerekabisa menerima. Contoh- 
nya pada waktu kita membangun jalan Lin- 
tas Timur Sumatera yang kondisi tanahnya 
lembek dan sulit mendapatkan batu. Ke- 
mudian kita lakukan stabilisasi tanah dengan 
menggunakan sistem soil cement. Ternyata 
setelah kita mampu membuktikan dengan 
dana kita sendiri, OECF mau membantu. 
Jadi memang perlu waktu untuk dapat 
meyakinkan,” demikian Menteri PU. 
Muhammad Zaki 


Larangan penerimaan kuasa 


Untuk pengurusan dibidang pertanahan 


elarang semua pejabat dan pegawai 

| \ / | pada lingkungan kerja masing-ma- 

sing untuk menerima kuasa atas 

nama pihak ketiga untuk menguruskan per- 

mohonan di bidang pertanahan. Juga, me- 

larang pejabat-pejabat Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) untuk melayani penyelesai- 

an permohonan di bidang pertanahan yang 

menggunakan surat kuasa kepada oknum 
pegawai BPN. 

Demikian antara lain instruksi Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional — Ir Soni Harsono No : 2 tahun 
1994 yang mulai berlaku pada tanggal 18 
Maret 1994. Instruksi ini disampaikan ke- 
pada para Direktur, Kepala Biro, Inspektur 
dan Kepala Pusat di Kantor BPN Pusat serta 
Direktur Sekolah Tinggi Pertanahan Na- 
sional di Yogyakarta. Demikian pula kepada 
para kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi 
dan para Kepala Kantor Pertanahan Kabu- 
paten/Kotamadya di seluruh Indonesia. 

Instruksi selanjutnya menyebutkan, me- 
larang pejabat dan pegawai BPN untuk 
menerima uang pungutan yang tidak dilan- 
dasi dengan peraturan/ketentuan yang 
resmi/syah. Penerimaan uang pungutan se- 
suai dengan ketentuan yang resmi/syah, 


harus dilaksanakan oleh Bendaharawan 
Khusus Penerimaan atau pada rekening 
Bank Pemerintah yang ditunjuk. 
"Meningkatkan pelayanan kepada masya- 
rakat di bidang pertanahan yang telah me- 
menuhi syarat sesuai dengan peraturan/ 


ketentuan yang resmi/sah secara lebih cer- 


mat, cepat dan tepat,'' demikian disebutkan 
pada instruksi berikutnya. 

Diinstruksikan pula, mengumumkan ins- 
truksi mengenai larangan penerimaan kuasa 
untuk pengurusan permohonan di bidang 
pertanahan ini, sesuai dengan pengumuman 
ini pada papan pengumuman di Kantor BPN, 
agar dapat diketahui oleh semua pegawai. 


Surat edaran 

Disamping itu Menteri Negara Agraria/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam 
surat edarannya No : 700-818 tanggal 18 
Maret 1994 antara lain menyebutkan, dalam 
rangka meningkatkan kegiatan pelayanan 
kepada masyarakat di bidang pertanahan, 
pada dasarnya semua berkas permohonan 
yang sudah memenuhi syarat harus diproses 
sesuai dengan prosedurnya, tanpa mem- 
beda-bedakan subyek pemohon. 

Dalam pelaksanaannya, menurut Ir Sony 
Harsono, kadang-kadang dijumpai adanya 
pegawai yang menerima kuasa, baik dengan 
surat kuasa maupun hanya secara lisan dari 
pemohon untuk menguruskan penyelesaian 
berkas permohonannya. Pengurusan de- 
mikian, biasanya dilaksanakan di luar pro- 
sedur yang telah ditetapkan dan mengun- 
dang adanya ''calo” pada orang dalam” 
yang dapat mengganggu kelancaran proses 
penanganan permohonan masyarakat secara 
wajar. 

Permohonan pelayanan di bidang per- 
tanahan hendaknya disampaikan oleh pe- 
mohon atau orang yang diberikan kuasa 
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yang bukan pegawai Badan Pertanahan 
Nasional secara langsung kepada petugas 
loket yang disediakan. 

Penerima kuasa kepada bukan pegawai 
BPN tersebut, harus dapat menunjukkan 
surat kuasa dari pemberi kepada penerima 
kuasa masing-masing dengan identitas yang 
jelas, sesuai ketentuan yang berlaku. 

Demikian antara lain instruksi dan surat 
edaran Menteri Negara Agraria, agar masya- 
rakat pun maklum adanya. 


Petunjuk pemindahan hak 

Sementara itu, pada surat edaran No: 
630.1-912 Menteri Negara Agraria telah 
memberikan petunjuk tentang pemindahan 
hak atas tanah yang sudah maupun belum 
bersertifikat. 

Dalam hal pemindahan hak tanah yang 
bersertifikat itu, disebutkan, 1) Untuk pem- 
buatan akta PPAT (type A,B dan C) disyarat- 
kan selain memenuhi pasal 22 ayat (1) PP 
No: 10 tahun 1961, juga harus ditempuh: a) 
Pengecekan Sertifikat tanah di Kantor Per- 
tanahan yang dilakukan oleh PPAT ber- 
samaan dengan pembayaran uang panjar 
biaya pendaftaran pemindahan hak, se- 
belum pembuatan PPAT, b) Pengecekan dan 
pembayaran tersebut (huruf a) tidak di- 
haruskan sebelum dibuat akta PPAT, apabila 
menurut pertimbangan Kepala Kantor Per- 
tanahan yang bersangkutan sulit dilaksana- 
kan karena alasan perhubungan/transpor 


94 KONSTRUKSI, MEI 1994 


NTP Pan naa aa aan n nee napa an gana an rana naga ae aan ea na ea jaya ara ara ya aa ana ajaa aan gn jaja EE jaranan ajang 


yang sulit, dan c) Kepala Kantor Pertanahan 
mengadakan pengecekan, terutama pada 
warkah-warkah dan kemudian pada Buku 


Tanah. 
2)Untuk pendaftaran pemindahan hak atas 


tanah, selain akta pemindahan hak serta 
Sertifikat atas tanahnya, juga harus ada izin 
pemindahan hak sepanjang diwajibkan 
menurut PMA No: 14 tahun 1961 jo Kep 
mendagri SK 59/DDA/1970. 

Mengenai pemindahan hak yang belum 
bersertifikat, surat edaran tersebut mem- 
berikan petunjuk: 1) Untuk pembuatan akta 
pemindahan hak, PPAT (type A,B dan C) 


= meminta kepada pemohon untuk meleng- 


kapi terlebih dulu a) Surat Keterangan 
Kepala Desa/Lurah yang dikuatkan oleh 
Camat setempat sebagaimana dimaksud 
pasal 18 PP-10/1961, dan b) Surat Pernyata- 
an belum bersertifikat sesuai dengan pasal 
25 ayat (1) PP-10/1961. 


Sebelum mengakhiri surat edaran ini di- 
nyatakan pula, apabila ada ketentuan-ke- 
tentuan setempat di luar petunjuk tersebut 
di atas maka tidak dibenarkan untuk dijadi- 
kan syarat tambahan untuk memproleh pe- 
layanan pemindahan hak atas tanah, baik 
sebelum pembuatan akta PPAT maupun se- 
belum proses pendaftarannya. Ketentuan 
semacam ini menjadi kewajiban pembeli 
untuk melaksanakannya sebelum menerima 
sertifikat atas namanya. O 


Sukubunga 
deposito 
naik lagi 


gaknya, para penabung kaliber be- 
As — terutama pada deposito ber- 

jangka —tersenyum dan merasa lega 
juga melihat perkembangan sukubungasejak 
akhir April 1994 lalu. Pasalnya, sudah 
beberapa bulan terakhir, sukubunga itu 
meluncur terus dengan dipelopori bank- 
bank pemerintah, sehingga keuntungan 
yang diperoleh mereka kian menipis bila 
dibandingkan penerimaan bunga pada 1993 
maupun 1992 lalu. 

Pada bulan pertama memasuki Pelita VI, 
ternyata bunga tabungan tersebut yang 
tadinya meluncur, terantuk kerikil”. Dan 
beberapa bank swasta nasional dan asing 
berusaha mempertahankan sukubunga de- 
positonya masing-masing. Namun ada yang 
terpaksa menaikkan sukubunga tersebut, 
dalam upaya yang katanya menyesuaikan 
diri dengan perkembangan pasar. 

Diantara beberapa bank yang menaikkan 
sukubunga deposito tersebut tercatat: Amex 
Bank, Chase Manhattan Bank dan ketika 
tulisan ini diturunkan menyusul: ABN-Amro 
Bank dari 8 persen menjadi 8,75 persen, dari 
8 persen menjadi 9,25 persen (3 bulan), dari 
8,50 persen menjadi 9,75 persen (6 bulan) 
dan dari 9 persen menjadi 9,75 persen (12 
bulan). Demikian pula, Chartered Bank dari 
8 persen menjadi 8,25 persen (3 bulan), dari 
8 persen menjadi 9,25 persen dan dari 8 per- 
sen menjadi 9,50 persen (12 bulan). Ke- 
naikan sukubunga diikuti juga oleh UniBank 
dan NusaBank. Adapun sukubunga deposito 
tertinggi yang diberikan oleh bank-bank 
lainnya sebesar 14 persen. dan terendah 10 
persen per tahun. 

Apa yang mendorong kenaikan bunga de- 
posito tersebut? Baik kalangan pengusaha 
maupun pengamat membenarkan, kenaikan 
suku bunga inti di Amerika Serikat sebesar 
0,25 persen — dari 3,50 persen menjadi 3,75 
persen— itu, memang mempunyai pengaruh 
ke Indonesia yang menganut keterbukaan 
ekonomi. Namun, kalaupun ada dampak- 
nya, relatif kecil dan tak perlu cepat gusar. 

Sementara itu, menurut pengamatan ka- 
langan pengusaha, pada akhir-akhir ini tam- 
pak bank-bank swasta itu memerlukan dana, 
mengingat para nasabah menarik uangnya 
untuk pembayaran gaji dan tunjangan hari 
raya, ditambah pula untuk kepentingan naik 
haji. Betapa mendesaknya pihak perbankan 
menarik dana masyarakat —terutama kali- 
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ber besar itu-tercermin kebijaksanaan yang 
ditempuh beberapa bank swasta besar, 

dimana secara diam-diam melalui counter 

memasang tarif deposito menjadi 13 sampai 
14,5 persen per tahun. Dan ada pula yang 

memberikan kepada penabung prima insen- 

tif yang lebih tinggi 0,5 persen dari yang ber- 

laku sekarang. 

Disamping itu, kenaikan bunga deposito 
tersebut, bukan saja untuk mencegah lari- 
nya dana besar itu ke bank lain, juga ke luar 
negeri. Sumber Konstruksi tersebut menam- 
bahkan, tampaknya kenaikan sukubunga 
deposito itu, sulit dihindarkan. 


Begitu pun, beberapa bank swasta lainnya 
menganggap "angin lalu” kenaikan suku- 
bunga di luar negeri itu. Malah menurunkan 
bunga depositonya masing-masing. Misal- 
nya, Bank Bumiraya Utama menurunkan 
dari 13,50 persen menjadi 12,50 persen un- 
tuk satubulan, dan untuk enam dan dua- 
belasbulan, masing-masing dari 14 persen 
menjadi 13 persen dan 13,50 persen. Juga, 
Deka Bank: dari 13 persen menjadi 12,50 
persen (3 bulan) dan 13,50 persen menjadi 
13 persen (6 bulan) dan dari 14 persen men- 
jadi 13,50 persen untuk 12 bulan. 

Demikian pula, Deutsche Bank menurun- 
kan dari 9 persen menjadi 8,25 persen, dari 
9,50 persen menjadi 8,50 persen, dari 10 
persen menjadi 9,50 persen serta dari 11 
persen menjadi 10,50 persen. 

Pada sisi lain, kalangan pengusaha di 
pusat-pusat perdagangan Jakarta memper- 
kirakan, sukubunga deposito yang berlaku 
sekarang (akhir April) sudah pada titik 
terendah. Apalagi, laju inflasi pada tahun ini 
diperkirakan mencapai 8,5 persen. ' Jadi, 
untuk turun lagi, agaknya sulit dan kemung- 
kinan besar akan naik,” katanya, tanpa 
ingin disebut namanya. 

Sebagaimana diketahui, inflasi pada Maret 
1994 lalu tercatat 0,70 persen. Dengan 
demikian, kumulatif laju inflasi menurut 
tahun kalender (Januari — Maret 1994) men- 
capai 3,71 persen atau lebih rendah ketim- 
bang periode yang sama tahun sebelumnya 
yang tercatat: 6,44 persen. Sedangkan 
menurut tahun anggaran 1993/94 (April 
1993 — sampai Maret 1994) mencapai 7,04 
persen atau lebih rendah bila dibandingkan 
dengan tahun anggaran sebelumnya, ter- 
catat: 10,03 persen. 

Nah, itu rekaman selintas tentang perkem- 
bangan sukubunga deposito dan tampaknya 
Bank Indonesia telah melakukan langkah- 
langkah antisipasi, seperti penjualan Serti- 
fikat Bank Indonesia (SBI), sehingga dampak 
dari gejolak-gejolak pada perekonomian 
dapat dikurangi. Apakah upaya meredam 
gejolak tersebut akan berhasil, baiklah kita 
nantikan perkembangannya. 


Investasi asing 


ana lebih kecil pengaruhnya ter- 
| \ | | hadap pengelolaan moneter dalam 
negeri: investasi asing secara lang- 
sung atau tidak langsung? Menjawab per- 
tanyaan ini pihak Bank Indonesia menjelas- 
kan, memang sumber pendanaan yang ber- 
asal luar negeri masih diperlukan, walau hal 
itu mempunyai pengaruh terhadap pengelo- 
laan moneter dalam negeri. Namun, inves- 
tasi asing secara langsung dalam bentuk 
penanaman modal asing (PMA), disamping 
mungkin merupakan paling bermanfaat bagi 
sektor riil, juga pengaruhnya paling kecil 
terhadap pengelolaan moneter dalam ne- 
geri. Sebaliknya, investasi asing secara tidak 
langsung, misalnya pembelian saham di pa- 
sar modal nasional. 


Investasi asing disebut terakhir yang 
mempunyai pengaruh besar terhadap pe- 
ngelolaan moneter dalam negeri itu, sering 
keluar dan masuk sejalan dengan perbedaan 
tingkat keuntungan yang diperolehnya di 
negara-negara lain, termasuk Indonesia. 
Justru itu, diharapkan dana yang masuk ke 
Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan 
yang ada, walau pun dana tersebut di satu 
sisi mengakibatkan tekanan yang berlebihan 
pada laju inflasi dan kemantapan neraca 
pembayaran, dipihak lain memperkuat 
cadangan devisa negara. 

Sejauh mana realisasi proyek penanaman 
modal asing itu? Data Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan, 
bahwa PMA yang merealisir proyeknya se- 
cara kumulatif sejak 1967 sampai 15 Maret 
1994 mencapai 1.603 proyek atau 57,3 per- 
sen dari yang disetujui 2.796 proyek. Dan 
nilai investasi tercatat USD 2,8 milyar atau 
4 persen dari rencana USD 70,4 milyar. Dan 
proyek PMA ini yang berorientasi ekspor 
disetujui 1.773 proyek dengan rencana nilai 
ekspor USD 31,4 milyar. 


Dalam periode 16 Pebruari sampai 15 Ma- 
ret 1994 lalu, BKPM telah menyetujui 24 
proyek PMA dengan nilai investasi USD 
2.191,5 juta yang terdiri dari 22 proyek baru 
dengan nilai investasinya USD 334,1 juta, 
19 proyek perluasan senilai USD 1.397,3 juta 
dan 2 proyek alih status senilai USD 460, 1 
juta. Adapun proyek PMA ini yang menonjol 
investasinya dibidang industri kertas dengan 
nilai USD 1.143,8 juta, industri makanan 
USD 464,0 juta dan industri kimia USD 
213,3 juta. Sedangkan menurut negara asal- 
nya, proyek PMA yang terbesar investasinya 
dari Taiwan dengan nilai USD 1.161,3 juta, 
Inggris USD 445,3 juta dan Jepang USD 
309,7 juta. 


Persetujuan baru dan perluasan bagi pe- 
nanaman modal asing, diantaranya tercatat 
sebagai berikut: 

PT Mudha Graha Realty di DKI Jakarta, 
pembangunan dan pengusahaan gedung 
apartemen, dengan nilai investasi USD 7,9 


juta lebih 

PT Prodential Hotel Dev di Jawa Barat, 
jasa akomodasi (hotel) dengan nilai investasi 
USD 34,1, juta lebih 

PT Sandimas Wisata Pertiwi Development 
di Jawa Barat, jasa akomodasi, jasa rekreasi 
dan wisata tirta, dengan nilai investasi USD 
18 juta. 

PT Amethyst Wahyu di DKI Jakarta, pem- 
bangunan dan pengusahaan gedung apar- 
temen dan gedung pusat perbelanjaan, de- 
ngan nilai investasi USD 80,3 juta lebih 

PT Coca Cola Pan Jaya Bottling Company 
di Sumatera Utara, industri minuman 
ringan, dengan nilai investasi USD 5,4 juta 
lebih 

PT Hitex Nusantara Off Shore Driln di DKI 
Jakarta dengan daerah operasi seluruh In- 
donesia, jasa pengeboran minyak lepas pan- 
tai, dengan nilai investasi USD 15,2 jut 
lebih. | 

PT Pearland di Jawa Barat, industri ba- 
rang-barang dari keramik/porselin, dengan 
nilai investasi USD 1,2 juta. 

PT Sanyo Industries Indo di Jawa Barat, 
industri alat-alat listrik untuk keperluan 
rumahtangga dan komponennya, dengan 
nilai investasi USD 34,8 juta lebih. 

PT Hankook Ceramic Indonesia di Jawa 
Barat, industri keramik untuk keperluan 
rumahtangga, dengan nilai investasi USD 
8,2 juta lebih. 

Dengan demikian, tergambar sekilas bah- 
wa minat para pemilik modal asing untuk 
investasi masih memadai dan investasi se- 
cara langsung ini diharapkan kian merang- 
sang dengan dorongan deregulasi diberbagai 
sektor industri. 


DISH ANDA DAPAT 
MEMPEROLEH 


MAJALAH BULANAN 


Konstru 


konsultan, kontraktor, bahan dan alat 


KUPANG: Toko Buku GEMA INTI 
Ji.Jend.A.Yani No.36 

PONTIANAK: Toko Buku BUDAYA 
Ji.Ix.H. Juanda No.8-10 

PALEMBANG: Toko Buku ANGGREK 
Ji.Jend.Sudirman No.138 
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ASOSIASI 
KONTRAKTOR 
INDONESIA 


Kegiatan rapat 


Hanya tinggal 1 tahun atau 12 bulan saat 
diselenggarakannya Konvensi IFAWPCA ke- 
27 di Bali, dari tanggal 17-20 April 1995. 


Waktu yang tersedia bisa disebut relatif 
pendek ataupun panjang, tergantung per- 
siapan dan kesiapan Badan Penyelenggara 
Konvensi. Sehubungan dengan kenyataan 
tersebut frekwensi kegiatan SC (Steering 
Committee) dan OC (Organizing committee) 
Badan Penyelenggara cukup tinggi baik 
dalam bentuk penyelenggaraan Rapat-Rapat 
maupun peninjauan lokasi (site inspection) 
yang berlangsung tanggal 19 April 1994. 


Peninjau terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 
II, Bendahara, Anggota/Ketua Komisi II dan 
Direktur Eksekutif yang mewakili Pengurus. 
SC dan OC. 


Adapun Rapat-Rapat yang berlangsung 
adalah: 


1) Tanggal 14 Maret 1994, Rapat Pertama 
SC, dimana Ketua menjelaskan tugas ke- 
wajiban SC adalah menyusun kebijaksanaan 
penyelenggaraan Konvensi. Dimana bisa 
digunakan sebagai acuan adalah Keputusan- 
Keputusan Konvensi yang lalu, mana-mana 
yang perlu ditindak lanjuti. Penting untuk 
mendapat perhatian adalah khusus masalah 
Builders Award yang ditugaskan pada Wakil 
Ketua SC. 


2) Tanggal 30 Maret94, berlangsung Rapat 
OC yang dilanjutkan dengan Rapat Pengurus 
karena praktis dominan Pengurus duduk 
dalam OC. Sehingga untuk pertimbangan 


praktis setelah Rapat OC dilanjutkan dengan ' 


Rapat Pengurus. Beberapa hal yang menjadi 
tugas kewajiban OC dapat dikatakan sudah 
final kecuali tempat untuk Cultural Show 
dan Farewell night. Demikian pula function 
room rental, untuk mana dilakukan site 
inspection pada tanggal 19 April 1994. 


3) Rapat-Rapat lain dengan beberapa 
Intansi terkait adalah: 


eTanggal 22 Maret 1994, di Bappenas men- 
dengarkan pemasyarakatan Kep.Pres 

Pengganti Kep. Pres 29/1984 Hadir 
Ketua dan Direktur Eksekutif mewakili AKI. 
eTanggal 29 Maret 1994, Rapat dengan Pem- 
da DKI pembahasan akan diterbitkannya SK 
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Gubernur no. 367/1994 tentang pelelangan 
pekerjaan Pemda. DKI. 

eTanggal 4 April 1994, penjelasan Kep. 
Pres. pengganti Kep. Pres. 29/1984 oleh 
Pemda DKI. 


eTanggal 5 April 1994 dan 21 April 1994, 
Rapat dengan Kadin DKI membahas status 
keanggotaan AKI dengan Kadin DKI sehu- 
bungan dengan SK Gubernur tersebut. 


eTanggal 16 April 1994, Rapat dengan 
Sekretaris Jenderal PU membahas Kep.Men. 
PU no. 66 perihal Akreditasi Kontraktor/ 
Konsultan. 


Seminar dan latihan 


@#Kegiatan Sertifikasi/Uji Ketrampilan 
Tower Crane Operator setelah Rapat eva- 
luasi yang berlangsung tanggal 28 Maret 
1994 di Kanwil Depnaker dianggap telah 
rampung. Dari 40 (empat puluh) yang men- 
daftar, dinyatakan lulus sebanyak 38 (tiga 
puluh delapan) orang. 


eAdapun Kegiatan Sertifikasi GS sudah 
berlangsung sebanyak 15 Angkatan atau 
sebanyak 1100 peserta. Bilamana semula 
ditargetkan hanya sampai 16 (enam belas) 
Angkatan, mengingat minat yang cukup 
besar akan menjadi 20 (dua puluh) Angkatan 
atau akan berakhir pada bulan Agustus yang 
akan datang. 


eSeminar sehari Bank Dunia-Bina Marga- 
Apnatel berlangsung tanggal 6 April 1994. 
Dibahas adalah Pragualification Procedures 
Bank Dunia termasuk pula Procurement 
Procedure. 


#Sedangkan Seminar 2 (dua) hari oleh 
Universitas Tarumanegara mengenai Project 
Management dan JOB Control berlangsung 
tanggal 22 dan 23 April 1994. 


Halal-Bihalal 


Untuk kebersamaan maka Halal-Bihalal 1 
Syawal 1414 H kali ini diselenggarakan ber- 
sama Keluarga Besar AKI-GAPENSI pada 
tanggal 10 April 1994. Sehingga dengan 
demikian dihindarkan sesuatu yang tidak 
disengaja pada Halal-Bihalal tahun lalu yakni 
berlangsung pada hari dan jam yang sama 
namun tempat yang berbeda. 


Mendahului berlangsungnya Halal-Bihalal 
Pengurus AKI dan GAPENSI menghadap 
Menteri PU yang tanggal 25 Maret 1994 un- 
tuk memohon kesediaan dan perkenan be- 
liau untuk hadir. Halal Bihalal dihadiri oleh 
lebih kurang 200.tamu. 
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Sada 
A KRIDA 


Berbagai masalah 
dibahas 


BPP Gapensi yang diwakili oleh Ir. H.M. 
Hanif Zuhri, H.M. Malkan Amin, A. Rach- 
man, SH, pada tanggal 1 Maret 1994, meng- 
hadiri rapat tentang ketentuan dan per- 
masalahan tender-tender di lingkungan 
Departemen Pekerjaan Umum dan sekaligus 
Buka Puasa bersama AKI, Gapensi dan 
Sekretaris Jendral Departemen PU ber- 
tempat di ruang rapat Ampera Departemen 
PU. 

Disamping itu, BPP Gapensi yang diwakili 
oleh Ir. H. Agus G. Kartasasmita, H.M. Mal- 
kan Amin, A. Rachman, SH, 22 Maret 1994 
menghadiri rapat di Bappenas untuk mem- 
bahas masalah Keppres 29 tahun 1984, ber- 
tempat di Bappenas Jakarta. 

Demikian pula, pada 25 Maret 1994 BPP 
Gapensi yang diwakili oleh M.T. Gultom, Ir. 
Sabar Prasodjo MBA, Maruli Panjaitan SH, 
Ir. Hendro Martono, menghadiri rapat untuk 
membahas masalah Tenaga Kerja Asing ber- 
tempat di ruang Ampera Departemen Pe- 
kerjaan Umum. 


Bersama Menteri PU 


BPP Gapensi yang diwakili oleh Ir. H Agus 
G. Kartasasmita, H.M. Malkan Amin, A. 
Rachman SH, bersama-sama dengan pengu- 
rus AKI, pada tanggal 25 Maret 1994 di- 
terima oleh Menteri Pekerjaan Umum - Ir. 
Radinal Moochtar bertempat di ruang kerja- 
nya, Jalan Pattimura No. 20 Jakarta. 


Konsultasi 


BPP Gapensi diwakili oleh M.T. Gultom, 
A. Rachman SH, Ir. Sabar Prasodjo, MBA., 
tanggal 28 Maret 1994 menerima tamu dari 
Fuji Bank untuk berkonsultasi mengenai 
Konstruksi di Indonesia, bertempat di Se- 
kretariat BPP Gapensi Jakarta. 

Sementara itu, pada 31 Maret 1994, BPP 
Gapensi yang diwakili oleh Ir. H.” Agus G. 
Kartasasmita, H.M. Malkan Amin, A. Rach- 
man SH., menerima ketua Gapensi Yogya- 
karta guna berkonsultasi, bertempat di Se- 
kretariat BPP Gapensi Jakarta. 


